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Pemprov Babel tak Bisa Dongkrak Harga Lada
Tapi gubernur dan BUMD masih Pede aja tuh …

Tiga ASN Berprestasi Dihadiahi Umroh
Sudah sepantasnya yang berprestasi diberi reward…

Pol PP Selidiki Pembuang Limbah Medis

TANJUNGPANDAN -
Penanganan perkara pidana
kericuhan pasca penertibaan
Tambang Inkonvensional (TI)
rajuk di Hutan Lindung (HL)
aliran sungai Air Sengkelik
Kecamatan Sijuk, Kabupaten
Belitung, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Babel), masih

terus bergulir.
Dalam perkara saling lapor

antara Satuan Polisi Pamong
Praja Pemerintah Provinsi
(Satpol PP Pemprov) Babel dan
masyarakat penambang itu,
pihak Reskrim Polres Belitung
memproses kedua laporan. Satu
perkara telah

Pemprov Babel tak Bisa
Dongkrak Harga Lada

Bambang: Lada Komoditas Bersifat Nasional
Tapi BUMD Berwacana Buat Bursa Komoditi
PANGKALPINANG - Sejumlah

kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Pemprov Babel) untuk
mengatur serta mendongkrak harga lada, di-
antaranya dengan mendirikan Resi Gudang
atau membentuk Badan Pengelolaan Pengem-
bangan dan Pemasaran Lada (BP3L) melalui
Peraturan Gubernur (Pergub), sepertinya
langkah sia-sia dalam mengelola tata niaga lada
daerah.

Sebab, menurut anggota DPR RI Daerah
Pemilihan Bangka Belitung (Dapil Babel),
Bambang Patijaya, persoalan lada dan harganya
merupakan kebijakan

Tersangka Pengrusakan Mobil Dinas Ditetapkan
DPRD akan Lapor Kapolda dan Kapolri

Kasus Sijuk, Anggota
Pol PP belum Tersangka

SUNGAILIAT - Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Satpol
PP Bangka sedang menye-

lidiki pelaku yang telah mem-
buang puluhan kotak berisikan
limbah medis disamping tong

Lagi, KASN Nilai
Keputusan Markus Salah

MENTOK - Kebijakan dan
keputusan Bupati Bangka
Barat, Markus dalam mutasi,
demosi dan pencopotan pejabat
eselon kembali dianulir Komisi
Aparatur Sipil Negara Republik
Indonesia (KASN RI).

Setelah menganulir kepu-
tusan penurunan pejabat eselon
Pemerintah Kabupaten Bangka
Barat, Des Kurniawan dari 3B

menjadi 3A pada Oktober lalu,
kali ini KASN menilai kebijakan
Markus menonjobkan Yunan
Helmi sebagai Sekretaris Daerah
(Sekda) adalah salah.

Untuk itu, KASN memberi-
kan rekomendasi kepada
Bupati Bangka Barat untuk
mengembalikan Yunan Helmi
(mantan Sekda Babar) kepada
j a b a t a n

Bambang
Patijayake Hal 11 Kol 1

5 Menteri Tinjau Komoditi
Pertanian Bangka Selatan

TOBOALI - Lima Menteri
RI hari ini, Rabu (4/11/2019)
dijadwalkan akan meninjau
komoditi pertanian di Kabu-
paten Bangka Selatan Provinsi
Bangka Belitung.

Salah satunya adalah Ka-
wasan Prioritas Pedesaan

Nasional (KPPN) Lada Putih
Airgegas Kecamatan Airgegas.

Selain meninjau KPPN, lima
menteri diantaranya Menteri
PDT, Menteri Pertanian,
Menteri BUMN, Menteri
Pertanian serta Menteri PUPR
serta Kepala

Dibuang di Kejari, Tertulis dari Belinyu sampah depan kantor Kejari
Bangka pada Jumat lalu.

"Jadi sesuai perintah Pak
Sekda kita sedang menyelidiki
dari mana ke Hal 11 Kol 5

ke Hal 11 Kol 5

ke Hal 11 Kol 1

Terbitkan Rekom Yunan ke Jabatan Semula

ke Hal 11 Kol 1

Melunak, Mulkan Teken
Perpanjang Kontrak Pulomas

Polisi Sterilkan Lokasi Kunker
Gelar Pengamanan VVIP

Dewan Bangka Setuju
Kisruh dan Protes Mendadak Sepi
SUNGAILIAT -

Berhubungan atau tidak, diba-
lik redam kisruh pengerukan
alur muara Pelabuhan Perikan-
an Nusantara (PPN) Air
Kantung Sungailiat, Pemkab
Bangka rupanya masih mem-
perpanjang kontrak PT Pulo-
mas Sentosa selama 6 bulan.

Perpanjangan masa kerja
perusahaan tersebut, bakal
menimbulkan kontroversi lan-
taran beberapa waktu sebelum-
nya pihak pemkab maupun

DPRD Bangka menunjukkan
sikap keras dengan gencar
melontarkan kritikan ketidak-
puasan terhadap kinerja PT
Pulomas dalam mengeruk alur
muara PPN.

Bupati Bangka, Mulkan,
beralasan perpanjangan kon-
trak Pulomas sembari me-
nunggu perusahaan lain yang
berminat melakukan penge-
rukan.  Namun bila ada
perusahaan berbeda yang ingin
melakukan pengerukan harus

memaparkan programnya
kepada tim untuk dikaji terlebih
dulu.

"Kita masih melakukan
beauty kontes (pemaparan
kinerja bagi perusahaan yang
berminat melakukan penge-
rukan alur muara air kantung-
red), jadi tidak mungkin alur
muaranya kita biarkan,"
ungkapnya, Selasa (3/12/2019).

Dikatakan Mulkan, pihaknya
sengaja memperpanjang kon-
trak PT Pulomas karena jika
dibiarkan alur muara akses bagi
para nelayan melaut menjadi
dangkal. ke Hal 11 Kol 5

LIMBAH MEDIS – Kasi Ops Sat Pol PP Pemkab Bangka, Ahmad Suherman sedang memeriksa limbah
medis yang sebelumnya dibuang fasilitas kesehatan di tempat sampah depan Kantor Kejaksaan Negeri
Bangka, kemarin. Pol PP kini menyelidiki pelaku pembuangan limbah, karena membahayakan masyarakat.
(Foto: Zuesty Novianti)

Mantan Sekda Bangka Barat, Yunan Helmi saat menggelar jumpa pers di
Mentok, kemarin. (Foto: Hendra Irawan)

Kapolres Belitung, AKBP Ari Mujiyono ketika diwawancarai sejumlah
wartawan Selasa (3/12/19) kemarin, terkait tersangka kasus kericuhan
penertiban tambang ilegal di Sijuk. (Foto: Dodi Iskandar)
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TELAH HILANG 1 (satu) Buah BPKB
dengan no: BN 1417 PE. Merk: SUZUKI,
Type: A1J310F GS (4x2), Jenis: Mini-
bus, Model: Mobil Penumpang,
RANGKA/NIK: MHYHMP31SGJ213606,
No. Mesin: K10BT1042929. a.n. HANI
CAHYATI RUHYAT. Alamat: Jl. Sume-
dang Rt/Rw 002/002 Kel. Kejaksaan
Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
Prov. Kep. Bangka Belitung.

KEHILANGAN
TELAH HILANG 1 (satu) Buah BPKB
merk HONDA type CIVIC tahun 2010
warna abu - abu metalik. No polisi: B
1136 TAC. No rangka: MRHFD154-
0AP010467. No mesin: R18A18910-
333. an.RIAMA NOVERIA SIAN-
TURI. alamat: Jl. KAV I DKI no.40
RT.6/1 Cipayung Jakarta.

KEHILANGAN
TELAH HILANG  Surat atas tanah
dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
No.29.06.04.1.00176 atas nama Tjo
Djan Loy, yang beralamat dijalan Raya
Jebus Dusun Kedondong Desa Tumbak
Petar RT.002 RW.001 Kec. Jebus.
Seluas 2.999m2. Tanah tersebut saya
miliki/usahakan sejak tahun 1978. Yang
diatasnya terdapatsebidang bangunan
rumah yang hingga saat ini masih dirawat
dan diurus dengan baik.

KEHILANGAN

Pj Sekda Provinsi Babel, Yulizar menyerahkan hadiah umroh kepada ASN berprestasi tahun 2019 usai upacara
peringatan HUT Korpri dan Hari Bakti PU, Selasa (3/12/2019).(foto: Nurul Kurniasih)

Tiga ASN Berprestasi
Dihadiahi Umroh

P A N G K A L P I N A N G -
Pemerintah Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung (Pem-
prov Babel) menghadiahkan
paket umroh kepada tiga orang
aparatur sipil negara (ASN)
karena dinilai berprestasi. Pe-
nyerahan penghargaan kepada
ASN berprestasi tahun 2019 ini
dilaksanakan di halaman Kan-
tor Gubernur Babel usai upa-
cara peringatan HUT Korpri
dan Hari Bakti PU, Selasa (3/
12/2019).

Tiga ASN yang mendapatkan
hadiah umroh adalah Kepala
Seksi Kesehatan Keluarga dan
Gizi Masyarakat, Dinas Kese-
hatan (Dinkes) Babel, Itsnataini,
Kepala Bidang Pelayanan Kese-
hatan dengan Kategori Ad-
ministrator Dinkes Babel, Her-
main dan Ety Mujiawati.

Saat penyerahan hadiah
umroh, Itsnataini terlihat haru
campur bahagia. Dia bahkan
menangis dalam pelukan rekan
kerjanya. Betapa tidak, hadiah
yang ia terima adalah pergi ke
tanah suci melaksanakan ibadah
umroh gratis. “Alhamdulillah,
nggak nyangka,” kata Itsnataini
lirih.

Ia dan Hermain, juga men-
dapat ucapan selamat langsung
dari Wagub Babel, Pj Sekda
yang menyerahkan hadiah,
Ketua Korpri Babel  dan seluruh
rekan kerjanya yang mem-
berikan dukungan serta

motivasi.
Selain penghargaan ASN

beprestasi, Pemprov Babel juga
menghadiahkan piagam dan pin
kepada tiga ASN. Untuk peng-
hargaan satya lencana diberikan
kepada ASN yang sudah bekerja
selama sepuluh tahun kepada
Syamsuri, satya lencana 20 tahun
kepada Nurrela Pemiluwati dan
satya lencana  30 tahun kepada
Maulai Ahadi.

Pemprov Babel, juga mem-
berikan penghargaan kepada
peraih medali dalam Pornas ke-
15 Korpri tahun 2019, yakni
Yahuza peraih emas dengan
bonus Rp 5 juta, kemudian
peraih perunggu dalam ganda
putri cabor bulu tangkis, Merri
Eriyana dan Nailatisilmi Arinil
Haq dengan bonus masing-
masing Rp2,5 juta.

Penghargaan terakhir pada
hari itu, diberikan kepada
empat  ASN yang purnatugas
pada periode September hingga
Desember 2019 yang masing-
masing mendapatkan  santunan
sebesar Rp3,5 juta.

Wagub Babel, Abdul Fatah
berharap penghargaan tersebut
menjadi motivasi bagi pegawai
lainnya untuk menunjukkan
kinerja yang baik, profesional
dan lebih baik lagi. Pemerintah,
kata dia, memberikan reward
kepada ASN yang berprestasi
dengan harapan kinerjanya
dapat lebih ditingkatkan.

“ASN itu melayani bukan
dilayani, maka dari itu
pelayanan kepada masyarakat
harus ditingkatkan dengan
kinerja yang lebih baik dan juga
inovasi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Korpri

Babel, Yan Megawandi  me-
ngingatkan kepada para ASN
di lingkungan Pemprov Babel
agar selain menjadi pelayan bagi
masyarakat juga dapat menjadi
pemersatu bangsa.

“Kami berharap dengan

ulang tahun ke-48 Korpri ini,
ASN lebih profesional dalam
melayani, lebih sejahtera dalam
melaksanakan tugas pelayanan
dan jangan lupa menyatukan
bangsa,” pesan mantan sekda ini.
(nov/10)

ASN Tak Boleh Bekerja Biasa Saja
WAKIL Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung (Babel), Abdul Fatah menegaskan
ASN dituntut untuk bekerja lebih
profesional. Hal ini ditegaskan wagub,
sesuai dengan amanat Presiden RI dalam
peringatan HUT ke-48 Korpri dan Hari Bakti
ke-74 PU, Selasa (3/12/2019).

“Keduanya satu dengan yang lain
berkaitan, sumber daya manusia kata-
kanlah birokrasi tidak boleh bekerja biasa,
harus bekerja luar biasa dengan
memanfaatkan teknologi tinggi, apa yang
dirasakan berkaitan satu sektor ke lainnya
dan memberikan manfaat,” ujar wagub
usai upacara di halaman kantor gubernur.

Untuk jenjang eselon, wagub menye-
butkan, pemerintah pernah membuat

aturan dalam tataran Undang-Undang (UU)
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok
Kepegawaian. “Waktu itu kaya struktur
miskin fungsi, kemudian terjadi perubahan
UU 43, sudah meningkatkan kaya fungsi
miskin struktur,” katanya.

Kemudian dia melanjutkan, ketika
diterapkan UU ASN, bahwa merupakan
birokrasi yang kaya fungsi miskin struktur,
cukup hanya ada eselon satu dan dua
dan bertabur jabatan fungsional yang
sudah tau cara melakukan kegiatan.

“Ini diterapkan, agar dalam pengambilan
keputusan bisa cepat, kalau dari eselon
empat ke tiga kemudian ke eselon dua baru
ke eselon satu itu terlalu panjang, cukup
dua lapis saja, ini ruang yang kelihatan

akan kita lakoni,” tandasnya.
Jika dulu, sebutnya, jabatan fungsional

yang terkenal hanya Widyaiswara, tapi saat
ini sudah berkembang ke perencanaan dan
sebagainya dan tentunya akan lebih
didominasi jabatan fungsional ini.

“Dulu yang bergengsi jabatan struktural, kalau
jabatan fungsional tempat parkirnya saja tidak
ada, sekarang semua sama rata, yang akan
maju adalah jabatan fungsional,” tegasnya.

Wagub berharap, ketika aturan tersebut
diterapkan pemerintah pusat, maka yang
harus diperhatikan adalah  keseimbangan
dalam pemberian tunjangan harus juga
dilakukan evaluasi. “Jangan sampai
berbeda sehingga kurang memacu kinerja
dan daya tarik jabatan fungsional,”

sarannya.
Berkenaan dengan Hari Bakti PU, dia

menegaskan negara Indonesia memiliki
banyak pekerjaan yang harus dikerjakan.
Seperti diketahui Indonesia berada di
peringkat ke-70 dari 140 negara dan masih
tertinggal dalam bidang infrastruktur.

“Banyak ketertinggalan dalam infra-
struktur berkaitan teknologi, mekanisme
kerja dan capaian kita karena dukungan
yang harus dipacu, ajak tataran peme-
rintah tapi tataran provinsi sama-sama gali
potensi sehingga bisa kejar ketertinggalan
dan bisa melakukan kegiatan berpacu
dengan teknologi cepat tinggi sejajar
dengan negara-negara maju dan ter-
depan,” bebernya.(nov/10)

Molen Ingin Pangkalpinang Jadi Kota Ramah Disabilitas
PANGKALPINANG -

Wali Kota Pangkalpinang,
Maulan Aklil alias Molen me-
ngajak semua lapisan masya-
rakat untuk bersama sama
mewujudkan Pangkalpinang
menjadi kota ramah terhadap
penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan Staf
Ahli Wali Kota Pangkalpinang,
Sarbini ketika menyampaikan
sambutan wali kota dalam
peringatan Hari Disabilitas
Internasional di rumdin wali
kota, Selasa (3/12/2019).

Secara bertahap, kata dia,
Pemkot Pangkalpinang melalui
dinas sosial, pemberdayaan
perempuan dan pelindungan
anak terus melakukan upaya
percepatan pemenuhan hak-
hak penyandang disabilitas salah

satunya lewat bantuan stimulan.
Kepala Dinas Sosial, Pember-

dayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak Kota Pang-
kalpinang, Rika Komariah me-
ngatakan bahwa penyandang
disabilitas di Kota Pangkal-
pinang mempunyai hak yang
sama.

“Kita menginginkan disabilitas
Kota Pangkalpinang mempu-
nyai hak yang sama, hak
pendidikan, hak kesehatan, hak
mereka untuk memperoleh
kesempatan kerja,” ujarnya.

Untuk itu dia mengajak selu-
ruh pihak untuk memberikan
ruang kepada penyandang
disabilitas. Katanya, jangan ada
tindakan yang tidak baik
terhadap para disabilitas.

“Kita harus menjaga hak-hak

Babel Masih Banyak
PR Infrastruktur

P A N G K A L P I N A N G -
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR)
Pemprov Babel, Noviar Ishak
menegaskan masih banyak
pekerjaan rumah “PR” yang
harus dibangun dan ditun-
taskan.

“Sudah banyak yang kami
kerjakan, tapi masih jauh ba-
nyak yang belum dikerjakan.
Sejak berdiri sebagai provinsi 19
tahun, masih banyak yang perlu
dibangun,” kata Noviar  di sela-
sela peringatan Hari Bakti ke-
74 Pekerjaan Umum tahun
2019, Selasa (3/12/2019).

Dia mencontohkan, untuk
jalan meskipun tingkat ke-
mantapan jalan di Babel sudah
93,7 persen, tetapi masih ba-
nyak jalan yang lebarnya belum
ideal, dimana saat ini baru enam
meter, yang seharusnya 7
meter.

“Konektivitas antar daerah
antardesa dan pulau juga masih
perlu peningkatan dan per-
hatian. Ditambah ada pengguna
jalan yang tidak perhatikan
muatan, seperti kendaraan
tambang perkebunan dan
lainnya,” sebutnya.

Tak hanya itu, kata Noviar,
perubahan rona lingkungan
yang berubah terlalu cepat dan
diluar kriteria perencanaan,
juga menganggu kualitas infra-
struktur. Misalnya, jalan yang
tadinya diprediksi berusia 5
tahun ternyata tidak sampai
karena perubahan rona lingk-
ungan seperti infrastruktur jalan
dan sungai.

“Pelan-pelan akan terus kita
pacu,  di era gubernur saat ini
semangat membangun, dan
didukung melalui anggaran,
contohnya bidang sumber
daya air (sda) tahun depan
mendekati Rp 40 Miliaran,”
terangnya.

Pembangunan di bidang per-
tanian, lanjut dia, juga difo-
kuskan, agar sektor pertanian
juga berjalan dengan maksimal

yang didukung dengan infra-
struktur penunjang. Sedangkan
untuk tata kota, imbuhnya, juga
diperhatikan, seperti pedistrian
di Kota Pangkalpinang yang
sudah mulai rapi.

“Untuk pelebaran jalan,
pemerintah provinsi meminta
kabupaten menilai berapa
besaran pembebasan lahan dan
pemprov bersedia membantu
melalui dana bantuan yang
dikucurkan,” bebernya.

Perjuangkan Gedung Sate
Sementara itu, Noviar men-

jelaskan peringatan Hari Bakti
PU dilaksanakan tiap tahunnya
untuk mengenang terhadap
tujuh pegawai  PU yang
mempertahankan Gedung Sate
di Bandung, Jawa Barat dari
invasi Belanda.

“Latar belakang peringatan
ini (Hari Bakti PU-red)  bera-
wal saat 74 tahun yang lalu,
tepatnya 3 Desember 1945.
Sebanyak 21 pegawai PU ber-
tugas menjaga gedung Depar-
temen PU di Bandung yang
sekarang bernama Gedung
Sate. Mereka harus berjuang
menghadapi serangan pasukan
Sekutu,” katanya.

“Waktu itu Belanda belum
ikhlas Indonesia merdeka, me-
reka mau ambil gedung sate,
dan pekerja disana memper-
tahankan gedung pusat
infrastruktur ini,” kisahnya.

Tujuh pegawai PU ketika itu
gugur dalam peristiwa tersebut.
Mereka adalah Didi Hardianto
Kamarga, Muchtaruddin, Soe-
hodo, Rio Soesilo, Soebengat,
Ranu dan Soerjono. Kemudian,
kata Noviar, nama mereka
dikenang sebagai Pahlawan
Sapta Taruna.

“Hari Bakti PU mengingat
kembali bagaimana mereka ber-
juang mempertahankan kantor
demi pekerjaan umum, menjadi
inspirasi setiap pegawai PUPR
dalam menjalankan tugasnya,”
pungkasnya. (nov/10)

DPRD Dorong Perda Inisiatif
Pelayanan Kesehatan

PANGKALPINANG -
DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sedang
membahas raperda Inisiatif
terkait pelayanan kesehatan
yang prima kepada masyarakat.

“Kita menginginkan, bagai-
mana masyarakat mudah untuk
berobat dan ada fasilitas
rujukannya, ada dokternya,
rumah sakitnya tersedia dengan
baik,” kata anggota Komisi IV
DPRD Babel, Dody Kusdian
kepada wartawan di Ruang
Fraksi PKS DPRD Babel, Selasa
(3/12/2019).

Terkait dengan jaminan kese-
hatan, lanjut dia, Komisi IV juga
melakukan langkah antisipasi
terhadap kenaikan iuran BPJS
pada 2020 mendatang untuk
membantu meringankan beban
masyarakat.

“Ini juga diantisipasi oleh kita,
bagaimana salah satu hak asasi
manusia itu kan adalah hak

untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan, artinya kewajiban
pemerintah untuk memberikan
fasilitasi kepada masyarakat,”
ujarnya.

Oleh karena itu, dijelaskan
dia, pihaknya mencoba untuk
menjembatani peran dan upaya
pemerintah dalam menunaikan
kewajibannya untuk mem-
berikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.

“Artinya mungkin data yang
harus diperbaiki tanggungan
dari JKN berapa, kemudian dari
pemerintah kabupaten/kota
berapa, sisanya kemudian pro-
vinsi harus menjadi bamper
disana, kemudian harus mem-
berikan solusi,” ungkapnya.

“Sehingga harapannya semua
masyarakat yang memang ber-
hak itu bisa mendapatkan
jaminan kesehatan di rumah
sakit manapun kita harapkan,”
tandasnya. (ron/10)

Targetkan Raih Adipura,
Pemkot Pangkalpinang

Galakkan Gotong Royong
P A N G K A L P I N A N G -

Pemerintah Kota Pangkalpinang
terus menggalakkan keg iatan
gotong royong di tingkat kelu-
rahan dan kecamatan agar tar-
get  pada 2020 ko ta itu  b isa
meraih Piala Adipura.

“Kami akan terus menggalakkan
kegiatan gotong royong ini. Hari
Minggu (1/12) tadi ada beberapa
kecamatan melaksanakan kegiatan
tersebut yang melibatkan semua
elemen masyarakat,” kata W akil
Wali Kota Pangkalpinang, Muham-
mad Sopian, Selasa.

Dikatakannya, Wali Kota Pang-
kalpinang Maulan Aklil terus beru-
paya untuk meningkatkan semangat
gotong royong di kalangan masya-
rakat, di mana salah satunya
dengan rutin melaksanakan ke-

giatan itu.
“Jadi gotong royong ini adalah

suatu langkah yang diambil
W alikota untuk mengembalikan
semangat gotong royong tersebut,
sehingga Pak wali kota akan
mengadakan penilaian kepada
setiap kelurahan yang terbersih
dan terjorok,” katanya.

Sopian menilai bahwa saat ini
respon yang ditunjukkan masya-
rakat sangat positif, baik di ling-
kungan kelurahan dan kecamatan
maupun kelompok masyarakat.

“Mudah-mudahan in i akan
memgembalikan semangat gotong
royong kita khususnya di Pangkal-
pinang termasuk mengatasi per-
masalahan sosial yang ada baik
di kelurahan dan kecamatan,”
ujarnya. (antara)

PANGKALPINANG - PT Timah
Tbk menyiapkan Rp11 miliar untuk
membantu modal kerja usaha
mikro kecil menengah (UMKM) di
Provinsi Kepulauan Bangka Beli-
tung, guna meningkatkan kualitas
produk dan perekonomian ma-
syarakat di wilayah operasional
perusahaan itu.

“Mudah-mudahan pertengahan
Desember tahun ini, kita salurkan
dana modal kerja UMKM ini,” kata
Kepala Bidang Kemitraan PT Timah
Tbk, Erwan Sudarto di Pang-
kalpinang, Selasa.

Ia mengatakan dana bantuan
modal kerja UMKM se-Babel se-
mester II tahun 2019 sebesar Rp11
miliar ini, merupakan program sosial
perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) dalam me-

PT Timah Siapkan Rp11 Miliar Bantu UMKM
ngembangkan dan meningkatkan
perekonomian masyarakat di wila-
yah operasional perusahaan.

“Saat ini kita sudah menerima
214 proposal bantuan modal kerja
UMKM dan akan digulirkan dalam
waktu dekat ini,” ujarnya.

Menurut dia pada semester
pertama, PT Timah Tbk telah me-
nyaluran bantuan modal kerja
kepada pelaku UMKM sebesar
Rp6,5 miliar dan diharapkan ban-
tuan dana ini dapat meningkatkan
kualitas usaha, produk makanan
serta kerajinan khas daerah ini.

“Untuk realisasi penyaluran
bantuan modal kerja UMKM ini
berdasarkan hasil survei, apakah
pelaku usaha kecil ini layak atau
tidaknya menerima bantuan ini,”
katanya.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Ketua TP PKK Pangkalpinang,
Monica Molen (tengah)  usai peringatan Hari Disabilitas Internasional di rumdin wali kota, Selasa (3/12/2019).
(foto: Budi Muridan)

Ia menambahkan dalam mendo-
rong UMKM ini, PT Timah bekerja
sama dengan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Babel dan pihak terkait

lainnya juga melakukan pembinaan
dalam mengelola usaha, pema-
saran dan lainnya.

“Kita bersama Dinas UMKM dan

Koperasi bekerja sama dibidang
promosi, pelatihan SDM dan penge-
masan produk mitra binaan,” ujar-
nya. (antara)

mereka. Mereka punya hak
yang sama dengan kita. Maka-

nya kita harus mendukung
para penyandang disabilitas ini

untuk memperoleh haknya,”
kata Rika. (bum/10)



dapat menjadi ujung tombak
dalam membangun hubungan
yang harmonis. Suasana yang
kondusif dinilai dapat men-
dorong lajunya roda pemba-
ngunan di desa yang lebih
efektif.

“Kades dan BPD harus har-
monis, apapun program desa itu
kalau kita selalu kompak Insya
Allah dapat dilaksanakan de-
ngan baik,” imbuh bupati.

Sejumlah penghargaan serta
apresiasi pun diutarakan bupati
kepada segenap jajaran pemdes
pada kegiatan tersebut. Tinggi-
nya tingkat responsibilitas, ke-
pekaan dan daya juang pemdes
dalam membangun atap kem-
ajemukan sehingga kegiatan
yang diikuti total 144 peserta
dari 62 desa tersebut terseleng-
gara dengan baik.

“Kami memberi apresiasi
kepada pemdes melalui Apdesi
sehingga kegiatan bimtek ini
dapat dilaksanakan dengan
baik. Kami bangga kepada kades
melalui Apdesi ini karena inilah
tonggak awal bagaimana kades
mengajak BPD bersama-sama
untuk menjaga kekompakan

3Berita Bangka
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Prioritaskan Pelayanan
Masyarakat, Kunci Majukan Desa
SUNGAILIAT - Untuk

mengoptimalkan kemajuan
desa, anggota BPD bersinergi
dengan kepala desa harus
memprioritaskan pelayanan
terhadap masyarakat setempat.
Rasa tanggungjawab, dedikasi
serta suri tauladan sebagai abdi
dan pelayanan masyarakat
harus dikedepankan guna
memberi rasa nyaman dan
mampu menampung aspirasi
masyarakat.

Hal tersebut seperti dikata-
kan Bupati Bangka, Mulkan
dalam kegiatan bimtek pe-
nguatan kapasitas BPD se-
Kabupen Bangka  di Ballroom
Hotel Novilla Sungailiat, Selasa
(3/12/2019).

“Pelayanan kita kepada ma-
syarakat harus optimal agar
mereka merasa puas. Selain itu,
perhatian lebih yang kita berikan
kepada masyarakat dapat
menghasilkan nilai positif bagi
pembangunan di desa. Untuk itu,
kami ingin mengetuk hati kita
semua untuk lebih memper-
hatikan mereka,” ajak bupati.

Bentuk sinergisitas yang ter-
jalin antara BPD dan kades juga

Peserta Latihan Manajemen Dakwah (LMD) bersama pengurus BKPRMI dan narasumber di Masjid Al-Amanah Bukit Betung, Sungailiat. (foto:
istimewa)

40 Remaja Masjid Ikut LMD BKPRMI Bangka
SUNGAILIAT - Lembaga

Pembinaan dan Pengemba-
ngan Daerah Sumber Daya
Manusia (LPPDSDM) Badan
Komunikasi Pemuda Remaja
Masjid Indonesia (BKPRMI)
Kabupaten Bangka bersama
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bangka menye-
lenggarakan Latihan Mana-
jemen Dakwah (LMD) di Mas-
jid Al-Amanah Bukit Betung,
Sungailiat.

Pada acara yang digelar tiga
hari dua malam Jumat (29/11/
2019) hingga Minggu (1/12/
2019) ini diikuti sebanyak 40
peserta. Para peserta berasal
dari unsur pengurus DPD
BKPRMI Bangka, DPK Keca-
matan se- Bangka, remaja mas-
jid binaan BKPRMI (PRM Zed,
Jurung, Balun ijuk) dan Rohis
SMAN 1 Pemali.

Kepala Kantor Kementerian
Agama Bangka, Paidi saat
membuka kegiatan menyam-
paikan ucapan terima kasih
kepada BKPRMI karena ki-
prahnya yang selalu konsisten
dalam membina generasi masjid
khususnya di kalangan pemuda
dan generasi milenial.

“Mereka adalah penerus dan
yang akan menggantikan kita
nantinya, jadi penting sekali
mengenalkan nilai-nilai agama
dan menyelenggarakan pro-
gram-program kreatif berbasis
masjid. Semoga kegiatan ini
berjalan secara berkelanjutan,”
ungkap Paidi.

Ketua Umum DPD
BKPRMI Bangka, Hari Subari
menjelaskan bahwa LMD ini
merupakan bagian penting
dalam proses kaderisasi inter-
nal kepengurusan BKPRMI.
Penekanan juga diberikan
kepada seluruh kader
BKPRMI untuk ikut serta
dalam LMD ini.

“Sebelum mereka diterjun-
kan ke medan dakwah di mas-
jid-masjid satuan mereka,
terlebih dahulu harus mendapat
pembinaan untuk bekal ber-
organisasi dan berdakwah
melalui LMD. Kami berterima
kasih kepada Kemenag yang
telah membantu kegiatan ini.
Semoga kolaborasi dan kerja

sama dalam membina umat
terutama generasi milenial ini
terus terjalin,” harapnya.

Sementara itu, Ketua pelak-
sana kegiatan, Arinda Unigraha
menyampaikan kegiatan ter-
sebut dilaksanakan sesuai de-
ngan pedoman nasional setelah
digelarnya Rakornas BKPRMI.
Kegiatan tersebut, katanya,
melibatkan beberapa nara-
sumber seperti tokoh agama,
Kepala Kemenag Bangka,
penasehat BKPRMI dan ketua
Dewan Masjid Indonesia Kabu-
paten Bangka.

“Materi-materi yang disam-
paikan antara lain kepepim-
pinan dalam Islam, Orientasi
ke-BKPRMI-an, fiqih dakwah,

keislaman dan kemasjidan,
kepemudaan, manajemen
organisasi, konsensus 4 pilar dan
kebangsaan,” terang Arinda.

Sedangkan pada penutupan
kegiatan dilaksanakan jelajah
alam serta pengukuhan dan
ikrar kader dakwah BKPRMI
di bawah Kaki Bukit Siam dan
Bukit Semut Sungailiat.

Salah satu peserta kegiatan,
Radna Juwita utusan dari  DPK

Pemali menyatakan rasa
sukacitanya setelah mengikuti
seluruh rangkaian acara LMD.
“Kami senang sekali, bisa ber-
kumpul dengan teman-teman
dari berbagai daerah di Bangka
ini. Banyak yang kami pelajari,
membuka wawasan dan pema-
haman kami, terutama peran
generasi milenial untuk
memakmurkan masjid,” tutup
Radna.(mla/10)

Masyarakat Diajak
Tertib Administrasi
SUNGAILIAT- Sosialisasi

kebijakan akan pendaftaran
penduduk tahun 2019 dilak-
sanakan di Gedung Sepintu
Sedulang Sungailiat, Selasa (3/
12/2019).  Bupati Bangka,
Mulkan mengungkapkan
betapa pentingnya adminis-
trasi kependudukan guna me-
nunjang segala data tentang
masyarakat.

“Kami sangat menyambut
baik atas dilaksanakan kegiatan
sosialisasi ini. Ini merupakan
upaya yang terus dilakukan
guna memperbaiki data kepen-
dudukan yang ada di Kabu-
paten Bangka. Untuk menyuk-
seskan data tersebut juga perlu
kesadaran dari masyarakat,”
ujar Mulkan.

Data terkait kependudukuan
memang selalu berubah di tiap
waktunya. Berbagai upaya
terus dilaksanakan guna me-
ningkatkan keakuratan data
kependudukan. Hingga dinas
kependudukan dan catatan sipil
(dindukcapil) berusaha mela-
kukan jemput bola kepada
masyarakat dalam hal pere-
kaman data penduduk.

“Kita tidak bisa lagi mela-
kukan hal semua tersebut secara
manual. Sehingga diperlukan

teknologi berbasis aplikasi yang
dapat mempermudah peker-
jaan dan meningkatkan ke-
akuratan dalam memproses
data terkait kependudukan,”
tutur Mulkan.

Sehingga dalam pelaksanaan
sosialisasi tersebut, dilaksanakan
juga peluncuran aplikasi berbasis
kependudukan yaitu Buku
Tamu Kependudukan dan Apli-
kasi Berbasis Android Kepen-
dudukan. Dimana fungsi
aplikasi tersebut untuk mendata
para pengunjung yang tiba di
Kabupaten Bangka.

“Inilah salah satu upaya kita
dalam mempercepat pembe-
rian pelayanan kepada masya-
rakat. Sehingga masyarakat
tidak rumitkan lagi untuk me-
ngisi dan mendata tamu yang
datang ke Kabupatem Bangka
ini,” ungkap Mulkan.

Kegiatan sosialisasi kepen-
dudukan tersebut diikuti lebih
dari 500 orang peserta. Peserta
berasal dari instansi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang
ada di lingkungan Pemkab
Bangka. Selain itu, diikuti juga
warga yang terhimpun dalam
lembaga masyarakat dan juga
dari bidang akademisi.
(dinkominfotik)

Dinkes Bangka
Temukan 37 Kasus HIV
SUNGAILIAT - Dinas Kesehatan

(Dinkes) Kabupaten Bangka
menemukan sebanyak 37 kasus
orang dengan HIV tersebar di
sejumlah tempat di daerah itu.

Kasi Pencegahan dan Penge-
dalian Penyakit Menular, Surveilans
dan Imuniasi, Dinkes Kabupaten
Bangka, Sopianto, di Sungailiat,
Selasa mengatakan, 37 kasus
penderita HIV ditemukan mulai
Januari sampai dengan akhir No-
vember 2019.

Dia mengatakan, penemuan
kasus tersebut sejak dini melalui
deteksi dini HIV pada semua ibu
hamil dan kelompok risiko tinggi
pada penderita TBC, waria, pekerja
seks, transgender, warga binaan
pemasyarakatan serta lainnya.

“Bagi penderita positif HIV AIDS
disarankan kepatuhan minum obat
ARV (antiretroviral) agar me-
ningkatkan kualitas hidup sehingga
dapat bekerja dan hidup normal,”

katanya.
Diakuinya, obat AVR tersebut

bukan untuk mengobati melainkan
lebih pada memperpanjang dan
meningkatkan kualitas hidup orang
dengan HIV-AIDS (ODHA).

“Terdata melalui layanan pengo-
batan Poli Melati di RSUD Depati
Bahrin, total penderita HIV men-
capai sebanyak 173 orang,” kata
Sopianto.

Untuk meminimalisasi kasus
yang sama, kata dia, pihaknya
terus memaksimalkan pencegahan
kasus dengan berbagai kegiatan
seperti pembinaan sejak dini.

Pencegahan HIV AIDS dapat
dilakukan dengan metode tidak
melakukan hubungan seks sebe-
lum menikah “abstinence”, setia
pada pasangannya, dan memakai
kondom untuk orang yang berisiko,
dan tidak memakai narkoba serta
dan edukasi,” demikian Sopianto.
(antara)

Satlantas Polres Bangka
Intensifkan Razia

Kendaraan Bermotor
SUNGAILIAT- Satlantas Polres

Bangka mengintensifkan kegiatan
razia kendaraan bermotor di dae-
rah itu guna menekan angka kece-
lakaan lalu lintas. Razia kendaraan
bermotor yang dilakukan  meru-
pakan program rutin sebagai tinda-
kan preventif menekan angka
kecelakaan lalu lintas.

“Selain itu juga untuk mening-
katkan kesadaran para pengen-
dara agar tertib berlalu lintas,” kata
Kapolres Bangka, AKBP Aris
Sulistyono melalui Kasat Lantas,
AKP Diana Yanmiraty, melalui
siaran pers Humas Polres Bangka,
Selasa.

Seperti halnya kegiatan razia
kendaraan yang dilaksanakan,
Selasa (3/12) kata dia, difokuskan
di depan SPBU Kenanga Keca-
matan Sungailiat. “Satu per satu
kendaraan yang melintas dari arah
Sungailiat ke Pangkalpinang dan
juga sebaliknya diperiksa keleng-
kapan dokumen surat kendaraan
termasuk SIM,” jelasnya.

Pada kegiatan itu tercatat seba-
nyak 112 pelanggar yang terjaring
dalam razia dengan berbagai
kesalahan. Seperti, tidak mengena-
kan helm dan tidak bisa menun-
jukkan SIM serta pengendara yang
tidak bisa menunjukkan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK). “Dari
112 pelanggaran terdiri dari 52
STNK, 32 SIM dan 28 unit kenda-
raan yang amankan,” katanya.

Untuk menghindari terjadinya
pungutan liar, lanjut Diana, semua
pengendara yang dinyatakan
melanggar tetap dikenakan e-tilang
sesuai undang-undang lalu lintas.

Dia mengimbau seluruh masya-
rakat pengguna kendaraan agar
tertib dalam berkendara, selalu
menyiapkan kelengkapan berken-
dara seperti surat surat kendaraan
maupun helm standar. “Tertib
berlalulintas di jalan raya ber-
manfaat untuk keselamatan bagi
pengendara itu sendiri, kecelakaan
bermula dari tidak tertibnya dalam
berkendara,” katanya.(antara)

Mulkan Minta Pelaku
UMKM Patuh Bayar Pajak

SUNGAILIAT - Pemerintah Kabu-
paten Bangka meminta pelaku usaha
mikro kecil menengah (UMKM) patuh
membayar pajak guna meningkatkan
pendapatan dan mempercepat
pembangunan daerah.

“Saya mengingatkan seluruh
pelaku UMKM untuk berbagai jenis
usahanya, agar tetap mematuhi
kewajibannya membayar pajak
sesuai tarif yang sudah ditetap-
kan,” kata Bupati Bangka, Mulkan
di Sungailiat, Selasa, menanggapi
12 UMKM di daerahnya yang sudah
membayar pajak.

Dikatakan, pajak merupakan
sumber pendapatan bagi daerah
dan negara yang dihimpun dari
seluruh wajib pajak tidak terkecuali
pelaku UMKM. “Pajak yang dipungut
dari berbagai sektor akan men-
dorong percepatan kemajuan
pembangunan daerah,” jelasnya.

Bupati juga memberikan apre-

siasi bagi 12 pelaku UMKM yang
sudah memenuhi kewaj iban
membayar pajak sesuai ketentuan,
dan diharapkan dapat menjadi
motivasi bagi UMKM lainnya untuk
memenuhi kewajiban yang sama.

Menurut dia, tercatat 12 pelaku
UMKM yang mentaati membayar
pajak melalui Direktorat Jendral
Pajak KPP Pratama Bangka, terdiri
dari enam pelaku usaha per-
orangan dan enam dari kelompok
usaha dan berbadan hukum.

Terkait optimalisasi pungutan
pajak daerah katanya, pihaknya
memberlakukan kewajiban bagi
seluruh aparatur sipil negara agar
mentaati membayar Pajak Bumi dan
Bangunan sektor pedesaan dan
perkotaan. “Seluruh ASN sudah
kami tegaskan untuk membayat PBB
baik tagihan pajak tahun itu atau
pembayaran tunggakan tahun
sebelumnya,” katanya. (antara)

dan menjalin sinergisitas,”
pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Apdesi
Kabupaten Bangka, Imran
Yunus menguraikan kegiatan
yang berlangsung selama dua
hari tersebut memiliki tujuan

nyata yakni mmembangunan
dan meningkatkan tali keru-
kunan anggota BPD dengan
kades. Ditambahkannya, keru-
kunan dan ikatan emosional
yang baik dalam mendorong
lajunya pembangunan di desa.

“Harapan kami melalui
kegiatan ini agar anggota BPD
ini dapat rukun dengan kades
dan mereka mengetahui
tupoksi masing-masing dalam
proses pembangunan di desa,”
ujarnya. (dinkominfotik)

Bimtek penguatan kapasitas BPD se-Kabupen Bangka  di Ballroom Hotel Novilla Sungailiat, Selasa (3/12/
2019).(foto: istimewa)



4 Lintas Babel
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 Lahan Sudah Siap Seluas 10 Hektar

2020, Pemkab Bangka
Tengah Bangun RS Pratama
KOBA - Pemerintah Kabu-

paten Bangka Tengah (Bateng)
pada tahun 2020 akan mem-
bangun satu unit rumah pra-
tama di Kecamatan Simpang
Katis untuk mendekatkan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.

“Rencananya rumah sakit
pratama itu akan dibangun

pada 2020 dari APBD. Seka-
rang lahan sudah disiapkan
seluas 10 hektare di Desa Sung-
kap,” ujar Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten Bangka Te-
ngah, dr Bahrun R Siregar,
Selasa (03/12/2019).

Dikatakannya, total lahan
yang disediakan seluas 10 hek-
tare, tetapi tahap pertama

pembangunan baru di atas
lahan seluas tiga hektare.

“Kami memilih lokasi di
Desa Sungkap atau berdam-
pingan dengan MAN IC Bang-
ka Tengah, karena lebih stra-
tegis untuk melayani masya-
rakat di Sungaiselan dan
Kecamatan Namang,” ung-
kapnya.

Ia menyampaikan rumah
sakit pratama itu merupakan

rumah sakit penyangga RSUD
Bangka Tengah dalam rangka
memberikan pelayanan opti-
mal kepada masyarakat.

“Selama ini masyarakat
yang tinggal di Kecamatan
Sungai Selan, Namang dan
Simpang Katis datang berobat
ke RSUD,  namun nanti
pelayanan medis sudah bisa
dilakukan di rumah sakit
pratama,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemba-
ngunan rumah sakit pratama
memang sudah menjadi ren-
cana sejak lama namun baru
sekarang bakal terealisasi ka-
rena terkendala anggaran.

“Rumah sakit pratama ini juga
memperkuat pelayanan di wi-
layah kecamatan yang selama
ini Puskesmas menjadi ujung
tombak pelayanan medis,”
tukasnya. (ran/3).

Pj Sekda Babel memimpin pertemuan dengan Forum Kemitraan dan Forum Pemangku Kepentingan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II dengan BPJS Kesehatan Babel. (foto:
ist/hmsprov).

Pemprov Siap Akomodir Kenaikan Kepesertaan BPJS Kesehatan
PANGKALPINANG -

Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kepulauan Bangka Belitung
(Babel) melakukan pertemuan
dengan Forum Kemitraan dan
Forum Pemangku Kepentingan
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung semester II  dengan
BPJS Kesehatan Babel.

Pertemuan tersebut, dilak-
sanakanan Selasa (03/12/2019)
pagi di lantai I Ruang Romo-
dong Kantor Gubernur Babel.

Dihadiri Kepala Dinas Kese-
hatan Provinsi Babel, Kepala
Dinas DP3ACSKB Babel, Ke-
menag Provinsi Babel, pere-

temuan tersebut bertujuan
untuk jajak pendapat antara
Forum Kemitraan dan Forum
Pemangku Kepentingan Pro-
vinsi Babel dengan BPJS Kese-
hatan Deputi Wilayah Sumsel
Babel.

Pj. Sekda Provinsi Babel,
Yulizar menegaskan Pemprov
Babel siap mengakomodir
kenaikan kepesertaan BPJS
Kesehatan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dengan cara
mengakomodir kenaikan BPJS
Kesehatan dengan berupaya
menganggarkannya di APBD
Pemprov Babel.

Terkait usulan dan dukungan
pembentukan Tim Pencegahan
dan Penanganan Kecurangan
JKN, Sekda akan sesegera
mungkin menyiapkan Tim
tersebut dan akan segera dise-
lesaikan sehingga bisa mengawal
bersama-sama program BPJS
Kesehatan yang ada di Babel.

Dinkes akan menyiapkan tim
dan akan segera diselesaikan,
agar bisa mengawal bersama -
sama nantinya,â€  katanya.

Terkait dukungan Pemprov
lainnya yaitu mendorong
Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota untuk mengang-

garkan penduduk yang ter-
daftar di pemda. Sekda men-
jelaskan, akan segera menin-
daklanjutinya.

Sebelumnya, Elsa Novelia
Plh Deputi Direksi Wilayah
Sumsel Babel dalam papa-
rannya meminta Pemprov
Babel untuk membetuk Tim
Pencegahan dan Penanganan
Kecurangan JKN, dimana unsur
timnya yaitu Dinas Kesehatan
Kabupaten dan Kota, BPJS
Kesehatan, Asosiasi Profesi dan
unsur terkait lainnya. Hal itu
berdasarkan Permenkes No.16
tahun 2019.

Selain itu, Elsa juga meminta
dukungan Pemprov untuk
mendorong Pemerintah Dae-
rah Kabupaten dan Kota untuk

menganggarkan penduduk
yang didaftarkan pemda, bagi
penduduk yang belum mem-
punyai JKN-KIS di masing-
masing wilayah dan adanya
bantuan anggaran provinsi
untuk mendukung tercapainya
Uhc Kabupaten dan Kota di
Babel.

Di tempat yang sama, Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Babel
berharap, dengan adanya ke-
naikan iuran BPJS pelayanan
kesehatan kepada masyarakat,
pelayanan semakin baik.

Untuk menyamakan data
kepesertaan BPJS Kesehatan,
Kepala Dinas DP3ACSKB Bebel,
Susanti meminta BPJS Kesehatan
bekerja sama dengan dinasnya
untuk satu data. (rell/3).Dinkes Bangka Tengah Bagikan

Media KIE AIDS

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah membagi-bagikan media KIE (Leaflet dan Souvenir) tentang HIV
AIDS di halaman Kantor Bupati dalam rangka peringatan Hari Aids Sedunia (HAS) yang jatuh pada tanggal 1
Desember 2019. (foto: tamimi).

KOBA - Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka Tengah
membagikan media KIE
(Leaflet dan Souvenir) tentang
HIV AIDS di halaman Kantor
Bupati dalam rangka peringatan
Hari Aids Sedunia (HAS) yang
jatuh pada tanggal 1 Desember
2019.

Kepala Dinas Kesehatan
Bangka Tengah dr. H. Bahrun
Siregar Sutrisno,  mengatakan,
pembagian media KIE dalam
rangka mengedukasi maya-
rakat, baik kalangan masya-
rakat umum, pekerja swasta
atau negeri. “Karena penularan
HIV AIDS tidak mengenal usia

dan kalangan masyarakat
manapun,” ujarnya, Senin.

Diungkapkannya, sasaran
kegiatan ini adalah para ASN
dan pejabat dilingkup Bangka
Tengah. Diharapkan dengan
adanya kegiatan ini dapat dipe-
roleh dukungan para peng-
ambil kebijakan.

“Kasus baru HIV AIDS terus
mengalami peningkatan setiap
tahunnya dalam kurun waktu
3 tahun terakhir jumlah kasus
baru sudah mencapai 35 kasus
dengan 6 kematian.  Kasus HIV
AIDS merupakan fenomena
gunung es, dimana kasus yang
yang ditemukan lebih sedikit

dari kondisi yang sesungguh-
nya,” ungkapnya.

Sesuai dengan tema HAS
tahun 2019 “Bersama Masya-
rakat Meraih Sukses” diha-
rapkan semua lapisan masya-
rakat dari mulai para pemangku
kepentingan sampai dengan
masyarakat dapat berperan
serta dalam mengupayakan
pencegahan dan penanggu-
langan HIV di Kabupaten
Bangka Tengah khususnya.

“Diharapkan dengan adanya
kegiatan tersebut bisa mela-
kukan pencegahan dan pe-
nanggulangan HIV di wilayah
itu,” tukasnya. (ran/3).

Pengadaan Barang
tidak Sekedar Cari

Harga Murah
PANGKALPINANG -

Yanuar Asisten Perekono-
mian dan Pembangunan Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Beli-
tung berharap Biro Pelayanan
Pengadaan bisa menjalankan
peran penting mengawal
pembangunan. Dalam hal
pembangunan yang mempu-
nyai nilai meningkat usaha
mikro.

“Pengadaan barang tidak
sekedar mencari harga murah,”
tegas Yanuar saat membuka
acara Sosialisasi dan Pendam-
pingan Penyusunan HPS, KAK
dan Kontrak dalam Rangka
Pembinaan Pengadaan Barang/
Jasa di Lingkungan Pemprov
Kepulauan Babel TA 2019, di
Hotel Soll Marina, Bateng,
Selasa (3/11/2019).

Lebih jauh Yanuar men-
jelaskan, pengadaan barang dan
jasa hendaknya merujuk pada
aspek kualitas barang yang
dibelanjakan. Selain itu, pe-
ngadaan barang dan jasa
hendaknya didahului dengan
perencanaan yang baik.

Menurut Yanuar, jika peren-

canaan sudah dilakukan secara
baik, maka dalam pengadaan
barang juga akan baik. Hal ini
semua untuk menghindari te-
muan dikemudian hari. Sebab
biasanya temuan berawal dari
perencanaan kurang baik.

Penjabat pengguna anggaran
terlibat langsung dalam proses
perencanaan pengadaan dari
awal hingga proses akhir.
Yanuar menambahkan, harus
ada pemahaman yang sama
dalam proses pengadaan barang
jasa tersebut.

Kegiatan ini merupakan mo-
mentum tepat untuk membuat
perencanaan dengan baik. Ya-
nuar menyarankan agar peserta
bisa bertanya dengan nara-
sumber. Sehingga bisa mem-
buat perencanaan yang tidak
menimbulkan masalah di akhir
tahun.

“Perencanaan harus matang,
sehingga tidak ada keluhan atau
protes dari penyedia jasa. Sosia-
lisasi ini dapat membimbing
melaksanakan kegiatan agar
menjadi maksimal,” kata
Yanuar. (rell/kmf/3).

Dinkes Bangka
Tengah Reakreditasi
Seluruh Puskesmas
KOBA - Dinas Kesehatan

Kabupaten Bangka Tengah
(Bateng) menjalani reakreditasi
terhadap seluruh pusat kese-
hatan masyarakat (Puskesmas)
karena masa berlaku serti-
fikatnya sudah berakhir.

“Seluruh Puskesmas sudah
berakhir masa berlaku serti-
fikatnya, sehingga perlu di-
perpanjang sebagai syarat
administrasi,” ujar Kepala Dinas
Kesehatan Bangka Tengah, dr
Bahrun R Siregar, Selasa (03/
12/2019).

Dijelaskannya, masa berlaku
akreditasi sebuah Puskesmas
yaitu selama tiga tahun dan harus
dilakukan perpanjangan bila
masa berlaku sudah berakhir.

“Saat ini baru dua Puskesmas
yang sudah dilakukan reakre-
ditasi yaitu Puskesmas Keca-
matan Koba dan Pangkalan-

baru,” ucapnya.
Ia mengatakan, semua pusat

kesehatan masyarakat yang
tersebar pada seluruh keca-
matan sudah terakreditasi dan
bahkan sudah mesti dilakukan
perpanjangan sertifikat.

“Reakreditasi sudah mulai
dilakukan dalam bebarapa
bulan ini dan diupayakan selesai
dalam waktu tidak begitu lama,”
terangnya.

Bahrun menambahkan, selu-
ruh Puskesmas di Bangka
Tengah sudah terakreditasi
karena beroperasi sesuai
dengan standar operasional
prosedur (SOP).

“Baik secara pelayanan admi-
nistrasi maupun pelayanan
kesehatan terhadap pasien
sudah dilakukan secara pro-
sedur dan sesuai SOP,” tukas-
nya. (ran/3).

Kantor Imigrasi TPI
Tanjung Pandan

Terbitkan 3.173 Paspor

BELITUNG - Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Tanjung
Pandan, Kabupaten Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, menerbitkan seba-
nyak 3.173 paspor selama kurun
waktu 2 Januari sampai 27
November 2019.

“Penerbitan paspor pada
tahun 2019 mengalami kenai-
kan sekitar 8,3 persen diban-
dingkan tahun 2018 sebanyak
2.929 paspor,” ujar Kepala
Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Tanjung Pandan Dewanto Wis-
nu Raharjo di Tanjung Pandan,
Selasa (3/12/2019).

Menurut dia, penerbitan
paspor tersebut terdiri dari
penerbitan paspor baru seba-
nyak 2.048 buah, penggantian
habis berlaku 1.078 buah, hala-

man penuh satu buah, peng-
gantian hilang masih berlaku 13
buah, dan penggantian rusak
masih berlaku lima buah.

“Dari jumlah tersebut di anta-
ranya juga diterbitkan paspor
untuk calon jamaah haji Kabu-
paten Belitung dan Belitung
Timur sebanyak 119 buah,”
katanya.

Ia menambahkan, pihaknya
juga melakukan penundaan
penerbitan paspor RI kepada
dua orang pemohon di daerah
itu.

“Permohonan tersebut
akhirnya kami tunda karena
mereka disinyalir akan menjadi
TKI atau pekerja migran Indo-
nesia (PMI) non-prosedural,”
tambah dia.

Ia mengatakan, sejauh ini
pihaknya telah menerbitkan
izin tinggal dan perpanjangan
sebanyak 218 dokumen de-
ngan rincian perpanjangan Visa
On Arrival (VOA) 61 doku-
men, perpanjangan izin tinggal
kunjungan 83 dokumen, per-
panjangan ITK darurat satu
dokumen.

“Kemudian penerbitan izin
tinggal terbatas baru 39 doku-
men dan perpanjangan Izin
Tinggal Terbatas 27 dokumen,
perpanjangan ITAP dua
dokumen, alih status ITAS ke
ITAP dua dan MREP satu tahun
empat dokumen,” imbuhnya.
(ant/3).
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Pejabat Eselon II Jadi
Petugas Pengibar Bendera

tidak boleh takut. Kita harus
menghadapi dalam menghadapi
perubahan dan persaingan itu,
kita tidak boleh takut. Kita harus
menghadapi persaingan itu
dengan cata-cara baru, dengan
terobosan-terobosan baru.
Kecepatan, kreativitas dan
inovasi adalah kunci. Cara-cara
lama yang monoton, tidak
kompetitif tidak bisa diteruskan
lagi. Kita harus bisa lebih cepat
dan lebih baik dibandingkan de-
ngan negara lain,” kutip Wagub.

Ditambahkannya, Orientasi
birokrasi harus betul-betul
berubah, bukan lagi berorien-
tasi pada prosedur, tapi lebih
berorientasi pada hasil nyata.
Panjangnya rantai pengambilan
keputusan juga harus bisa di-
potong, dipercepat dengan cara
penerapan teknologi.

“Bahkan saya sudah minta
eselon 3 dan 4 untuk ditiada-
kan, sehingga pengambil ke-
putusan bisa lebih cepat. Hal
yang pahit harus kita lakukan.
Karena di era persaingan an-
tarnegara yang semakin sengit
seperti saat ini, jika kita lambat,
kita pasti tertinggal. Karena itu
ukurannya adalah bukan lebih
baik dari sebelumnya, tapi lebih
baik dari negara lain yang
menjadi saingan kita,” jelas
Wagub kembali mengutip sam-
butan Presiden Jokowi.

Anggota KORPRI juga diajak
menjadi garda terdepan dalam
merajut persatuan, menjaga tali
persaudaraan sebagai satu sau-
dara se-bangsa dan se-tanah air.

Selain Pejabat Adminitrator,
Pengawas dan ASN di lingkung-
an Pemprov Babel, Upacara ter-
sebut, juga dihadiri Pejabat dari
unsur Forkopimda. (rell/3)

 HUT KORPRI dan Hari Bhakti PU 2019
PANGKALPINANG –

Ada yang terlihat berbeda pada
Upacara Bendera dalam rangka
memperingati HUT KORPRI Ke-
48 dan Hari Bhakti PU Ke-74
tingkat Provinsi Kepulauan Bang-
ka Belitung (Babel) Tahun 2019.

Upacara yang di pimpin Wa-
kil Gubernur (Wagub) Babel,
Abdul Fatah di Lapangan Upa-
cara Kantor Gubernur, Air
Itam, Pangkalpinang, Selasa (3/
12/2019), memberikan keper-
cayaan kepada sejumlah Peja-
bat Eselon II (JPT) di Ling-
kungan Pemprov Babel men-
jadi Petugas Pengibar Bendera
Merah Putih.

Mereka yang menjadi Petu-
gas Pengibar Bendera itu, dian-
taranya Kepala Dinas Trans-
migrasi, Harrie Patriadie, Kepa-
la Sat Pol PP Yamoa Harefa dan
Kepala Biro Layanan Peng-
adaan Kurniawan.

Selain Pengibar Bendera,
Pejabat Eselon II lainnya yang
juga menjadi Petugas Upacara,
adalah Kepala Dinas Pemdes,

Yuliswan sebagai Pemimpin
Upacara, Kepala Dinas Perkim
Rahmadi, Pembaca Trilogi PU,
Kepala BPBD Babel Mikron
Antariksa sebagai Pembaca
Panca Prasetya KORPRI, Ke-
pala DP3ACSKB Babel Susanti
sebagai Pembaca Pembukaan
UUD 1945.

Sementara Inspektur (Kepala
Inspektorat) Provinsi Babel,
Susanto, sedangkan Kepala Biro
Organisasi Setda Babel Eliyana
sebagai Pembawa Acara.

Wagub Abdul Fatah saat
membacakan sambutan tertulis
Presiden RI, Joko Widodo
mengatakan, saat ini berada di
dunia yang berubah dengan
cepat, sangat berbeda dengan
dupuluh, tiga puluh atau empat
puluh tahun yang lalu. Revolusi
industry jilid ke-4 telah men-
disupsi segala lini kehidupan,
bukan hanya cara dalam ber-
komunikasi tapi juga dalam cara
mengelola pemerintah.

“Dalam menghadapi per-
ubahan dan persaingan itu, kita

Tiga Pejabat Eselon II di lingkup Pemprov Babel saat bertugas
mengibarkan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT
KORPRI Ke-48 dan Hari Bhakti PU Ke-74 Tahun 2019 tingkat Provinsi
Babel. (foto: ist/hmsprov)

Jelang Natal dan Tahun Baru

Polres Belitung
Kerahkan 2/3 Personel
 Ada Enam Posko yang akan Didirikan

TANJUNGPANDAN -
Menjelang hari raya Natal dan
Tahun Baru Polres Belitung
akan mengerahkan 2/3 per-
sonelnya untuk mengamankan
jalannya hari besar tersebut.

Hal ini dikatakan oleh Kapolres
Belitung AKBP Ari Mujiyono
saat menggelar coffe morning
bersama awak media di Kavling
Senang, Selasa (3/12/2019).

"Menjelang Natal dan Tahun
baru 2020 yang kita antisipasi ke-
amanannya. Mulai dari kita nanti

bikin pos keamanan dan kita
tempatkan personel di tempat-
tempat untuk kegiatan di gereja-
gereja," kata Kapolres Belitung
AKBP Ari Mujiyono kepada
Rakyat Pos, Selasa (3/12/19).

Kapolres melanjutkan, kalau
jumlah personil semuanya di
Polres Belitung ini ada 385
orang. "Jadi, itukan keselu-
ruhan, waktu operasi kita guna-
kan 2/3 nya untuk kegiatan
operasi," ujarnya.

Rencananya, akan ada enam

posko yang akan di dirikan
olehnya pada titik-titik central
yang ada di Kabupaten Belitung
agar keamanan benar-benar
bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Kita amankan gereja-gereja
untuk Natal. Dan untuk Tahun
Baru nya kita menggelar per-
sonil ketempat-tempat strategis,
tempat wisata atau tempat
keramaian agar masyarakat
yang datang kesini untuk Tahun
Baru bisa merasakan keaman-
an," ujarnya. Dia tidak ingin ada
ganguan dalam perayaan hari
besar agama yang tengah ber-

langsung di wilayah hukumnya
nanti, baik dari luar maupun
dari dalam sendiri. "Jadi, kita
tidak mau ada gangguan-gang-
guan dari luar maupun dari
dalam sendiri," tegasnya.

Selain itu, untuk mengantisi-
pasi kemacetan menjelang Ta-
hun Baru nanti Polres Belitung
akan menempatkan personel-
nya di setiap titik keramaian.

"Di setiap titik keramaian
akan kita tugaskan personel
untuk mengantisipasi kema-
cetan ditempat-tempat terse-
but," pungkasnya. (dodi/3)

Kapolres Belitung AKBP Ari Mujiyono saat menggelar
coffe morning bersama awak media di Kavling
Senang, Selasa (3/12/2019). (foto: dodi)

Kantor Imigrasi Tanjung Pandan
Deportasi 14 WNA

Mulai 2 Januari Hingga November 2019
BELITUNG - Kantor Imigrasi kelas II TPI

Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, mendeportasi
sebanyak 14 Warga Negara Asing (WNA) dari dae-
rah itu, mulai 2 Januari hingga 27 November 2019.

"Deportasi tersebut merupakan bagian dari upa-
ya penegakan hukum keimigrasian yakni tindakan
administratif keimigrasian," kata Kepala Kantor
Imigrasi kelas II TPI Tanjung Pandan, Dewanto
Wisnu Raharjo di Tanjung Pandan, kemarin.

Menurut dia, pendeportasian terhadap 14
WNA tersebut dikarenakan berbagai faktor
antara lain tidak melaksanakan kewajiban orang
asing, pelanggaran izin tinggal lebih dari 60 hari
dan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki.

Ia mengatakan, WNA yang dideportasi paling
banyak berasal dari negara Republik Rakyat
Tiongkok (RRC) yakni 12 orang, Malaysia satu
orang, dan Taiwan satu orang.

Pihaknya juga memberlakukan pengenaan

beban "overstay" kepada 14 WNA yang kurang
dari 60 hari, yakni RRC sebanyak 13 orang dan
warga negara Swiss satu orang.

"Kedatangan WNA di Kabupaten Belitung saat
ini, mengalami peningkatan dua kali lipat
dikarenakan adanya penerbangan langsung dari
Kuala Lumpur," ujarnya.

Ia menambahkan, terhitung sejak Januari 2019
hingga April 2019 juga telah dilakukan "clearance"
atau izin kedatangan dan keberangkatan terhadap
4.692 orang penumpang pesawat Garuda In-
donesia rute Singapura-Tanjung Pandan.

Kemudian, izin kedatangan dan keberang-
katan juga diberikan kepada 8.053 orang
penumpang maskapai Indonesia Air Asia rute
Tanjung Pandan - Kuala Lumpur mulai 2
Oktober sampai 29 November 2019. "Kami juga
melakukan operasi gabungan pengawasan orang
asing yang ada di wilayah Belitung dan Belitung
Timur," pungkasnya. (ant/3)

Sopian AP Ajak Masyarakat
Basel Teladani Rasulullah

Gelar Peringatan Maulid Nabi
di Kediamannya

TOBOALI - Salah satu tokoh
Presidium Bangka Selatan Sopian
AP menggelar peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW di kediaman-
nya Jalan Perumnas Guru Teladan
Toboali Selasa (2/11/2019) malam.

Turut hadir pada kegiatan terse-
but Habib Muhammad Nizar bin
syeh almusawa, habib Ahmad al-
Hadad, habib Somad Albar dan
habib syeh almusawa serta ma-
syarakat Toboali dan sekitarnya.
Sopian AP selaku tuan rumah
mengajak seluruh warga untuk
meneladani sosok Rasulullah SAW

dengan segala kemuliaan akh-
laknya dan keberhasilan beliau
sebagai pemimpin sejati umat islam.

Menurut Sopian, Nabi Muham-
mad adalah sosok pemimpin sejati,
visioner, yang melayani dan me-
rakyat peduli terhadap kepentingan
umat. Imbuhnya

Ia menjelaskan tentang pemimpin
dan kepemimpinan, maka teladan
yang paling baik adalah kepemim-
pinan Rasulullah SAW. "Kita sebagai
manusia yang masih butuh proses
sebuah pembelajaran dalam meme-
nage kepemimpinan ala Rasulullah

maka kita harus meneladani betul
sikap kepemimpinannya," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebutkan mem-
bangun Kabupaten Bangka Selatan
ini tidak cukup hanya sebatas wacana,
tetapi harus dimulai dengan tindakan
kita untuk membangun bersama negeri
ini. "Karena kita harus meneladani
contoh dari karakteristik kepemimpinan
Nabi Muhammad yakni, menjaga ke-
dekatan dengan Allah SWT, bersikap
adil, dan melaksanakan sesuai tugas
yang diamanahkan untuk kepentingan
masyarakat Bangka Selatan," jelasnya

Sopian juga mengucapkan terima
kasih kepada jemaah yang telah
berkesempatan hadir dari berbagai
majelis zikir di Kabupaten Bangka
Selatan, dalam agenda maulid nabi
Muhammad Saw ini.

Melalui kegiatan ini diharapkan
semakin mempererat jalinan sila-
turahmi umat dan menguatkan ke-
imanan, ketaqwaan dan meneladani
kepemimpinan Rasulullah SAW.

Sementara itu, penceramah
Habib Ustad Muhammad Nizar bin
Syeh Almusawa menjelaskan pem-
bacaan maulid, apalagi yang
dilakukan di rumah, Insya Allah kita
semua terhindar dari hasad, hasut
dan pandangan pandangan buruk,
serta Insha Allah niat baik syahibbul
bait dan kita semua di ijabah oleh
Allah SWT. (raw/3)

Sopian AP menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di
kediamannya Jalan Perumnas Guru Teladan Toboali Selasa (2/11/2019)
malam. (foto: dedy)

MUNTOK - Komisi Pemi-
lihan Umum Kabupaten Bang-
ka Barat, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menyosialisasi-
kan kepemiluan kepada ke-
lompok agama untuk me-
ningkatkan partisipasi pada
Pilkada 2020.

"Pemilih kelompok agama
mempunyai kontribusi besar
dalam menyukseskan dan me-
nggerakkan masyarakat untuk
ikut berpartisipasi dalam se-
buah pemilu," kata anggota
KPU Kabupaten Bangka Ba-
rat, Yulizar di Muntok, Selasa

(3/12/2019). Menurut dia,
keberhasilan tokoh agama
dalam mengajak pemilih sa-
ngat ditentukan pada kemam-
puan atau gaya dalam mem-
berikan imbauan.

Selain itu, para tokoh agama
biasanya dipercaya di lingkungan
tempat tinggal masing-masing
menjadi cara ampuh untuk
mempengaruhi masyarakat ber-
partisipasi pada Pilkada 2020.

"Peran tokoh agama dengan
partisipasi politik publik mem-
punyai hubungan erat dan
tidak bisa dipisahkan, kami

berharap mereka bisa mem-
bantu penyelenggara dalam
meningkatkan partisipasi pe-
milih," jelasnya.

Sosialisasi kepada para tokoh
agama terus dilakukan dalam
tahapan persiapan Pilkada 2020,
salah satunya yang digelar di
Pondok Pesantren Miftahul
Jannah, Desa Pelangas, Simpang-
teritip pada Senin (2/12/2019).

Pada kesempatan itu, para
petugas sosialisasi KPU Ka-
bupaten Bangka Barat meng-
ajak para tokoh agama di dae-
rah itu untuk berperan dalam

menekan angka golput.
Selain menjadi agen sosialisasi,

para tokoh agama juga diajak
untuk ikut menyukseskan Pil-
kada 2020 agar bisa berjalan
dengan bersih dan berintegritas.

"Pilkada akan digelar pada 23
September 2020. Kami berha-
rap besar peran serta para
tokoh agama agar partisipasi
pemilih pada pesta demokrasi
semakin meningkat dan terpilih
Bupati dan Wakil Bupati ter-
baik agar pembangunan daerah
berjalan seperti yang dicita-
citakan," pungkasnya. (ant/3)

KPU Bangka Barat Sosialisasi Pilkada
ke Kelompok Agama

Dibuka Kepala BPBD
30 Puluh Relawan PMI Se-Babel Dilatih Jadi Pelatih

PANGKALPINANG – Sebanyak 30 relawan
Palang Merah Indonesia (PMI) se-Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dilatih
untuk menjadi Pelatih.

Kegiatan yang dikemas dalam Training of
Trainer (ToT) terhitung 2 hingga 8 Desember
2019, diselenggarakan oleh Bidang PMR dan
Relawan PMI Provinsi Babel, di Ruang Diklat
BKPSDMD Babel, Komplek Perkantoran
Terpadu Pemprov Babel, Air Itam, Pangkalpinang
itu, dibuka Kepala BPBD Babel, Mikron Antariksa
mewakili Gubernur Babel, Erzaldi Rosman.

Dalam sambutannya mewakili Gubernur
Babel, saat membuka ToT di Ruang Praja
BKPSDM, Selasa (3/12/2019) pagi, Kepala
BPBD Babel mengatakan, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Babel mengapresiasi kinerja dan

sepakterjang PMI Babel tahun ini, dengan aktif
dalam segala upaya penanggulangan Ben-
cana serta upaya pencegahannya.

Diharapkan ke depan, disampaikan Mikron,
PMI semakin berperan dalam pembangunan,
upaya perbaikan lingkungan dan pencegahan
bencana disamping terus menghimpun para
pendonor darah untuk didistribusikan kepada
masyarakat.

“Pemerintah juga berharap pelatihan ini, bisa
menjadikan wadah bagi para relawan dalam
memberikan pengalaman pengembangan
karakter relawan remaja PMI, sehingga insan
PMI di Babel makin terlatih dan berkualitas,”
ungkap Mikron yang juga menjabat Ketua
Bidang Penanggulangan Bencana PMI Babel.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana ToT yang juga

menjabat Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI
Babel, Faiz Marzuki menjelaskan, kegiatan ini
dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi
sukarelawan PMI Kabupaten/Kota dan Provinsi
se Babel, mencetak Tenaga Handal sekaligus
dapat melatih masalaha kepalangmerahan.

“Kami berharap melalui ToT ini, adanya
evaluasi system Diklat di setiap unsur PMI
Kabupaten/Kota yang menunjang kapasitas
Organisasi dan Pelayanan PMI. Dan yang tak
kala pentingnya, adanya pelatih/fasilitator PMI
Provinsi yang bersertifikasi sebagai Pelatih PMI
Provinsi Babel,” ungkap Faiz.

Faiz menyebutkan, ToT ini, menghadirkan
Pemateri berpengalaman dibidangnya, yang
didatangkan dari PMI Pusat, dan PMI Kabu-
paten/Kota. (rell/vip/3)

Kepala BPBD Babel, Mikron Antariksa foto
bersama Pengurus, dan Relawan PMI Se-Babel yang

menjadi Peserta Pelatihan ToT. (foto: istimewa)
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Pemusnahan 20.000 Ton Beras
Kekeliruan Kebijakan Pangan

JAKARTA - Ekonom senior
dan cendekiawan Emil Salim
menilai adanya 20.000 ton
beras yang harus dimusnahkan
oleh Perum Bulog mem-
buktikan adanya kekeliruan
dalam hal kebijakan pangan di
Indonesia.

“Ini kan berarti kebijakan
pangan, produksi pangan,
perdagangan pangan dan impor
pangan tidak berada pada jalur
yang benar,” kata dia di Jakarta,
Selasa (3/12).

Ia mempertanyakan hal yang
menyebabkan stok-stok beras
yang berada di Bulog itu
menjadi busuk. Sebab hal itu
menunjukkan adanya perkira-
an untuk pengadaan stok beras
yang keliru sehingga tidak
terpakai.

“Pihak yang dirugikan atas

hal ini tentu termasuk petani.
Apalagi kalau ada impor, tentu
nantinya akan memengaruhi
harga dan itu merugikan
petani,” kata guru besar bidang
ekonomi Universitas Indonesia
itu.

Bahkan, ia mengatakan
dirinya memerhatikan nilai
tukar petani dan palawija dalam
empat tahun terakhir yang
menunjukkan nilai yang
diterima petani lebih kecil dari
yang dibayarkan termasuk
biaya hidup.

Sehingga dalam empat tahun
terakhir, nilai tukar petani
justru merugikan petani itu
sendiri dan hal inilah yang perlu
diperbaiki ke depan.

Selain itu, dalam keadaan
merugikan petani, harga beras
Indonesia di luar negeri malah

menunjukkan angka lebih
mahal dibandingkan beras
Vietnam sehingga hal itu cukup
membingungkan.

“Nah kalau di sini petani rugi
sedangkan beras dijual lebih
mahal di luar negeri, lalu
surplusnya kemana? Ditambah
lagi stok beras lantas juga
dimusnahkan,” ujar dia.

Keadaan tersebut seharusnya
perlu dikaji lebih jauh karena
ditakutkan terdapat hal-hal
yang tidak beres termasuk
kajian terkait penyebab stok
beras sampai tidak layak dan
mesti dimusnahkan.

Termasuk pula kaitannya
dengan ada tidaknya impor
beras beserta harga yang
ditetapkan atas beras Indonesia
di dalam dan di luar negeri juga
perlu dikaji.

Sebelumnya, Perum Bulog
meminta Pemerintah melalui
Kementerian Keuangan untuk
mengalokasikan anggaran ke-
pada BUMN tersebut untuk
kebijakan disposal atau pem-
buangan beras yang sudah
mengalami penurunan mutu.

Direktur Operasional dan
Pelayanan Publik Perum Bulog
Tri Wahyudi Saleh menye-
butkan setidaknya 20.000 ton
beras dari stok cadangan beras
pemerintah akan dimusnahkan.
Stok beras tersebut senilai
Rp160 miliar dengan rata-rata
harga pembelian di petani
Rp8.000 per kilogram. (ant)

“Nah kalau di sini
petani rugi

sedangkan beras
dijual lebih mahal di

luar negeri, lalu
surplusnya kemana?

Ditambah lagi stok
beras lantas juga

dimusnahkan,”

Emil Salim

IIMS Motobike 2019 Cetak Transaksi Rp11 M
penyelenggaraan berikutnya,”
kata Hendra.

Bicara mengenai kemung-
kinan adanya IIMS Motobike
di tahun 2020, pria yang akrab
disapa Ko Hen itu menyatakan
bahwa sudah ada rencana
untuk mengadakan pameran
tersebut dalam waktu dekat.

“Tahun depan kami meng-
ubah nama event ini menjadi
IIMS Motobike Show 2020.
Kami tetapkan Juli 2020 sebagai
bulan penyelenggaraan,” ujar
dia.

“Harapan kami, antusiasme
peserta dan pengunjung lebih
meningkat dibandingkan tahun
ini,” kata Hendra menambahkan.

Gelaran IIMS Motobike
2019 sendiri diikuti 16 brand
motor seperti Benelli, BMW
Motorrad, Cleveland, Honda,
Husqvarna, Kawasaki, KTM,
Lambretta, Peugeot Scooters,
Piaggio, Triumph Motorcycles,
Vespa, dan Yamaha.

Sedangkan dari segmen
merek motor listrik, terdapat
nama BF Goodrich, Gesits dan
Selis. Tak lupa, industri aksesoris
juga ikut hadir di IIMS
Motobike Expo 2019 mulai
dari helm, apparel dan lainnya.
(ant)

JAKARTA - Gelaran
Indonesia Internasional Motor
Show (IIMS) yang telah ber-
langsung di Istora Senayan,
Jakarta, mengklaim bahwa
jumlah transaksinya mencapai
Rp11 miliar selama tiga hari
pameran, pada 29 November-
1 Desember.

“Pencapaian IIMS Motobike
Expo 2019 sebagai event per-
dana cukup fenomenal,” ujar
Presiden Direktur PT Dyandra
Promosindo dan Project
Director IIMS Motobike Expo
2019, Hendra Noor Saleh,
Selasa (3/12).

Lebih lanjut, ia mengatakan
jumlah unit motor yang terjual
tercatat sebanyak 133 unit
dengan nilai transaksi Rp9,4
miliar.

Sementara, dari after market
tercatat transaksi sebanyak
Rp1,6 miliar sehingga total
transaksi adalah Rp 11 miliar.

Sedangkan dari sisi peng-
unjung, IIMS Motobike 2019
berhasil menggaet sebanyak
30.800 orang selama tiga hari
pameran, hingga Minggu (1/12)
sore.

“Dengan persiapan kurang
lebih empat bulan, hasil ini bisa
menjadi tolak ukur bagi

Luhut Tegaskan Harga
Avtur Harus Turun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan harga avtur
harus turun dan tidak ada monopoli yang dilakukan oleh
Pertamina.

“Soal masalah avtur, harga avtur harus turun enggak boleh
ada monopoli Pertamina,” kata Luhut usai memberikan
sambutan pada Rapat Kerja Kementerian Perhubungan,
Jakarta, Selasa (3/12).

Untuk itu, Ia akan mengundang operator avtur lainnya,
selain Pertamina untuk menciptakan harga menjadi lebih
kompetitif.

“Nanti kita lihat. Paling tidak dua lah, jangan satu, jangan
monopoli di mana-mana monopoli ndak bagus,” katanya.

Menurut dia, banyak perusahaan baik nasional maupun
asing yang menawarkan untuk menjadi penyedia avtur.

“Orang rebutan, banyak yang mau. Tinggal nanti
Kementerian Perhubungan seleksi mana kira-kira yang
memenuhi standar kita juga,” katanya.

Luhut mengatakan dengan adanya persaingan sehat, maka
akan tercipta harga yang terjangkau yang mendukung efisiensi
biaya.

“Kita sudah minta, semua harus efisiensi, biaya ini ujungnya
efisiensi. Kenapa orang lain bisa lebih murah dari kita? Pasti
ada yang salah. Orang lain enggak punya minyak, udara saja
impor, kok bisa lebih murah dari kita. Tentu ada yang salah.
Sekarang oleh perhubungan, oleh kami semua akan
diperbaiki,” katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya
mengatakan pihaknya akan koordinasi dengan Kementerian
BUMN dan Pertamina terkait penyeimbangan (rebalancing)
harga avtur.

“Ada kegiatan khusus untuk angkutan udara. Ada tarif yang
lebih terjangkau bisa dipenuhi apabila avtur lebih murah.
Kami akan rapat dengan Kementerian BUMN dan Pertamina
untuk rebalancing harga avtur,” kata Menhub.

Dia menyebutkan saat ini harga avtur di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, lebih tinggi 25
persen dari harga avtur di Singapura.

Karena itu, ia menginginkan adanya penyeimbangan harga,
setidaknya selisihnya 15 persen dari harga avtur di Singapura.

“Bisa saja Jakarta lebih murah. Nanti dikatakan Jakarta
bedanya 25 persen dari Singapura. Nanti bisa saja kita
turunkan bedanya hanya 15-20 persen,” katanya.

Selain itu, Menhub akan menentukan sejumlah titik yang
menjadi patokan harga avtur, di antaranya Bali, Kupang,
Makassar, Jayapura, Palembang, Ambon, dan lainnya.

“Agar harganya tidak tinggi, sehingga pesawat-pesawat itu
bisa menggunakan avtur-avtur yang ada di titik-titik itu,”
katanya. (ant)

Sri Mulyani Janji Perbaiki
Pelayanan di Kemenkeu

JAKARTA - Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indra-
wati berjanji akan memperbaiki
seluruh sistem pelayanan di
jajaran Kementerian Keuangan
seperti Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kita akan menggunakan
semua saluran di dalam Ke-
menkeu termasuk whistle
blower system di mana bisa
menuntun kita kepada infor-
masi yang harus ditindaklanjuti
kalau ada keluhan dari masya-
rakat,” katanya di Auditorium
CBB Kantor Pusat DJP di
Jakarta, Selasa (3/12).

Tak hanya itu, pihaknya juga
akan meningkatkan pengawas-
an dengan melibatkan berbagai
stakeholder seperti Apindo,
Kadin, dan lembaga-lembaga
internasional sehingga Kemen-
keu bisa mendapat tanggapan
langsung dari para pelaku usaha
terkait hal-hal yang perlu
diperbaiki.

Sri Mulyani menuturkan
Kemenkeu rajin untuk me-

mantau perkembangan di
dalam masyarakat melalui sosial
media sehingga permasalahan
yang dialami oleh masyarakat
terkait pelayanan jajarannya
dapat diperbaiki secara cepat.

“Kemarin ada keluhan dari
seseorang yang mengatakan
susah dapat NPWP. Kita langsung
cek minta ke Ditjen Pajak dan
ditangani, dia dipanggil ternyata
masalahnya bisa diselesaikan jauh
lebih cepat,” jelasnya.

Kasus penyelundupan meng-
gunakan metode splitting atau
memecah barang pesanan jasa
titipan (jastip) di Bandara
Soekarno-Hatta yang terjadi
pada September 2019 lalu juga
menjadi pelajaran bagi Kemen-
keu untuk terus melakukan
perbaikan sistem pelayanan
dan pengawasan.

“Kita memahami modus pe-
nyelundupan itu berbagai cara
termasuk splitting. Jadi teman-
teman DJBC juga sudah makin
meningkatkan kemampuan
mereka,” ujarnya.

Termasuk kasus terbaru

mengenai maskapai Garuda
Indonesia yang diduga mem-
bawa sparepart motor gede
(moge) Harley Davidson langka
dari Prancis ke Indonesia,
Menkeu menuturkan akan
melakukan perbaikan pena-
nganan intelijen agar kejadian
serupa tak terulang.

“Kita akan terus memper-
baiki penanganan dan intelijen
kita yaitu DJP dan DJBC se-
hingga kita bisa menanganinya
secara sekaligus,” ujarnya.

Sri Mulyani pun menekan-
kan bahwa seluruh pegawainya
harus memiliki integritas untuk
melakukan pelayanan kepada
masyarakat secara ikhlas dan
menolak adanya korupsi se-
hingga bisa lebih berkontribusi
dalam memajukan Indonesia
melalui pengelolaan anggaran
yang efisien.

“Berbagai upaya terus men-
jaga Kemenkeu dari tindakan
korupsi itu tantangan yang
menjadi perhatian meskipun
Kemenkeu banyak sekali
raihan prestasi,” katanya. (ant)

RI-Korsel Kembangkan Industri Kreatif
JAKARTA - Indonesia dan Korea

Selatan berpeluang untuk menjalin kerja
sama dalam upaya pengembangan
industr i kreati f, yang din ilai menjadi
sebuah lompatan besar guna memacu
pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Kementerian Perindustrian bertekad
untuk semakin meningkatkan jumlah
wirausaha, terutama di sektor industri
kreatif. Upaya ini  merebut peluang
adanya momentum bonus demografi dan
membawa efek ganda bagi kontribusi
positif terhadap perekonomian nasional,”
kata Menteri Perindustrian Agus Gumi-
wang Kartasasmita lewat keterangannya
di Jakarta, Selasa (3/12).

Pada 2018, industri kreatif mampu
memberikan kontr ibusi signi fikan
terhadap produk domestik bruto (PDB)
nasional yang diperkirakan mencapai
Rp1.000 triliun.

Adapun tiga subsektor yang mem-
berikan sumbangsih besar terhadap
ekonomi kreatif tersebut, yakni industri
kuliner sebesar 41,69 persen, disusul
industr i fesyen (18,15 persen), dan
industri kriya (15,70 persen).

Menperin menyampaikan, Presiden
Joko Widodo menilai bahwa ekonomi
masa depan adalah industri kreatif dan
digital. Hal itu dilontarkan Kepala Negara
ketika menghadiri forum ASEAN-Repub-
lic of Korea (RoK) CEO Summit di Busan
Exhibition and Convention Center
(BEXCO), beberapa waktu lalu.

“Guna menumbuhkan industri kreatif
yang kompetitif, tentunya perlu didukung
dengan kualitas sumber daya manusia
(SDM) yang kompeten. Untuk itu, Bapak
Presiden Joko Widodo mengingatkan
pentingnya revital isasi pendidikan
melalui program link and match dengan
dunia industri,” kata Agus.

Agus mengungkapkan, upaya konkret
yang telah dilakukan Kemenperin untuk
mendorong tumbuhnya wirausaha muda
khususnya para pegiat industri kreatif,
antara lain memfasilitasi dengan kegiatan
pendidikan dan pelatihan (Diklat).

“Misalnya, sejak  2015, kami rutin
menyelenggarakan Diklat animasi, pro-
gramming, dan desain grafis di Bali Cre-
ative Industry Center (BCIC) yang
dikelola oleh Balai Diklat Industri (BDI)
Denpasar,” katanya.

Selain itu, Kemenperin membuat
Inkubasi Bisnis (Inbis) TohpaTI untuk
membina wirausaha yang ada dan
menumbuhkan pelaku startup baru.
Setiap tahun, Inbis TohpaTI bisa
menghasilkan sekitar sembilan hingga
sebelas tim startup di bidang animasi,
desain, dan software developer.

“Bahkan, kami juga berupaya
menumbuhkan wirausaha baru di
kalangan pondok pesantren melalui pro-
gram Santr ipreneur. Salah satu
implementasi kegiatannya adalah
meningkatkan kemampuan para santri
agar siap memasuki era digital, sesuai

perkembangan industri 4.0,” imbuhnya.
Menperin menegaskan, Pemerintah

Indonesia telah meluncurkan peta jalan
Making Indonesia 4.0 untuk membangun
industri nasional yang berdaya saing
global di era digital. Hal ini guna merebut
potensi  ekonomi digital  yang akan
meningkatkan nilai tambah terhadap PDB
nasional sebesar USD150 miliar pada
tahun 2025.

Apalagi, berdasarkan Bloomberg In-
novation Index pada tahun 2014-2017,
Korea Selatan berada di peringkat teratas
untuk pertumbuhan sektor industri kreatif.

Presiden Jokowi  menyebutkan,
ekspor industri kreatif di Korea Selatan
mampu menyumbang sebesar 5,79
mi liar dolar AS ke perekonomian
nasionalnya. Jadi, ASEAN dan Korea
memiliki potensi besar dalam industri
kreatif.

“ASEAN dengan lebih dari 647 juta
penduduk merupakan aset bagi
pengembangan industri kreatif,” ujarnya.
Menurut Presiden, industri kreatif dan
digital adalah salah satu 'The Next Big
Thing' Indonesia.

“Indonesia saat ini menjadi tuan rumah
perusahaan-perusahaan Decacorn, Uni-
corn dan Startups,” ucap Jokowi yang
juga mengundang partisipasi pelaku
usaha Korea Selatan dalam mendukung
tumbuh kembang startup di Indonesia,
yang potensinya masih sangat besar.
(ant)



Indonesia Pesta Gol ke
Gawang Brunei 8-0

Egy berperan sebagai peng-
umpan, dan bola dapat di-
sambar oleh pemain pengganti
Witan Sulaeman.

Gawang Brunei kembali ter-
ancam pada menit ke-70 saat
bola sepakan Evan Dimas meng-
arah lurus ke kiper. Namun dua
menit berselang gawang Brunei
kemasukan untuk keenam kali-
nya saat Osvaldo mendapat
operan dari Syahrian Abimanyu.
Ia mampu mengatasi peng-
awalan lawan dan melepaskan
tembakan kaki kiri untuk me-
nandai trigolnya di laga ini.

Kapten Indonesia Andy Set-
yo seolah tidak mau keting-
galan menuliskan nama di pa-
pan skor pada menit ke-77.
Dari tendangan sudut Sani Rizki,
Andy menanduk bola untuk
merobek gawang Brunei.

Egy menutup pesta gol Indo-
nesia melalui golnya dua menit
kemudian. Mendapat operan
dari sisi kiri kotak penalti Bru-
nei, Egy mengontrol bola dan
mengakhirinya dengan tem-
bakan kaki kanan.

Evan Dimas memiliki satu
peluang bagus terakhir untuk
menambah perbendaharaan
gol Indonesia. Sayang ten-
dangan bebasnya pada menit
ke-92 masih membentur tiang
gawang Brunei. (ant)

JAKARTA - Trigol Osvaldo
Haay mewarnai kemenangan
besar tim nasional Indonesia U-
22 8-0 atas Brunei Darussalam
dalam pertandingan Grup B SEA
Games 2019 yang dimainkan di
Stadion Binan, Selasa (3/12).

Kemenangan itu membawa
Indonesia naik ke peringkat
kedua klasemen grup dengan

menggeser Thailand. Indonesia
dan Thailand sama-sama me-
miliki sembilan poin, tetapi
Indonesia unggul satu gol pada
perhitungan selisih gol.

Laga baru berlangsung se-
puluh menit saat Garuda Muda
membuka keunggulan melalui
gol Osvaldo Haay. Osvaldo
yang kali ini dipasang sebagai

pemain inti memaksimalkan
umpan tarik Saddil Ramdani
dengan sepakan menembus
gawang Brunei.

Tertinggal satu gol tidak mem-
buat Brunei gentar. Meski lebih
banyak ditekan, mereka menco-
ba mencuri peluang melalui per-
mainan sporadis. Muhammad
Hanif Aiman sempat mengancam

melalui tembakannya, namun
bola masih dapat diantisipasi kiper
Muhammad Riyandi. Osvaldo
kembali mengancam gawang
Brunei pada menit ke-37, tetapi
tembakannya mengarah lurus ke
kiper Haimie Anak Nyaring.

Indonesia baru berhasil me-
nggandakan keunggulan pada
menit ke-40. Saddil kembali
menjadi pengumpan, kali ini
dengan sepakan tumit, yang
diteruskan oleh Egy Maulana
Fikri dengan sepakan kaki kanan
menembus gawang Brunei.

Lima menit berselang, Os-
valdo mengemas gol keduanya
sekaligus gol ketiga Indonesia.
Osvaldo yang menerima um-
pan terobosan dari Egy, men-
cungkil bola untuk kembali
bersarang ke gawang lawan.

Pasukan Indra Sjafri kembali
mengemas gol saat babak kedua
baru berusia empat menit. Di-
awali pergerakan menusuk Os-
valdo di sisi kiri kotak penalti
Brunei, ia mengirim umpan tarik
mendatar untuk diselesaikan
dengan mudah oleh Saddil.

Pada menit ke-51, Egy me-
miliki peluang bagus namun
tembakannya dapat ditepis
kiper Haimie dan hanya meng-
hasilkan tendangan sudut.

Indonesia mendapatkan gol
kelimanya pada menit ke-68.
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Hingga Tadi Malam Indonesia Dulang 12 Emas
MANILA - Kontingen Indonesia

mendulang enam medali emas,
sembilan medali perak dan enam
medali perunggu pada hari ketiga,
Selasa (03/12), hingga pukul 20:00
Waktu Manila. Dengan demikian
secara keseluruhan, kontingen
Indonesia telah mengumpulkan 12
medali emas, 20 medali perak, dan
18 medali perunggu.

Di tengah suasana duka atas
meninggalnya Lo Tjhiang Meng,
ayahanda dari pewushu Edgar
Xavier Marvelo, cabang olahraga
wushu menyumbang dua medali
emas untuk kontingen Indonesia.
Kedua medali emas itu disum-
bangkan oleh Edgar Xavier Marvelo
pada nomor nomor kombinasi Taolu
Daoshu/Gunshu, dan trio Indonesia
(Edgar, Harris Horatius, dan Seraf
Naro Siregar) pada nomor Dullian.

Di cabang menembak, satu medali
emas kembali berhasil direbut
kontingen Indonesia melalui Vidya
Rafika di nomor 10M RF putri. Pada

nomor ini, perak dan perunggu
direbut oleh atlet asal Singapura Xiu
Yi dan Adele Qian Xiu.

Cabang olahraga pencak silat
akhirnya sukses memecah telur
setelah Puspa Arum Sari meraih
medali emas nomor tunggal putri
SEA Games 2019 di Subic Bay
Exibition. Pada hari pertama,
cabang olahraga andalan Indone-
sia ini gagal menyumbang medali
emas bagi kontingen Indonesia.

Lifter Deni menambah pundi-
pundi emas bagi Indonesia, setelah
menjadi yang terbaik di cabang
olahraga angkat besi kelas 67 kg.
Deni membukukan total angkatan
315 kg. Satu medali emas lagi
disumbang oleh atlet senam putri
Rifda Irfanaluthfi dari nomor vault
atau meja lompat senam artistik.

Sementara itu, dari sembilan
medali perak, empat disumbangkan
cabang wushu melalui Haris Ho-
ratius (Nanquan), Ade Permana
(Sanda 48 kg), Laksamana Pandu

Pratama (Sanda 52 kg), dan Yusuf
Widiyanto (Sanda 56 kg).

Medali perak lain diraih oleh
Tanya Roumimper (Bowling-tunggal
putri), Ummi Fisabilillah (catur cepat),
Bulutangkis (beregu putri), dan dua
dari Ice Skating melalui Steavanus
Wihardja (Short Track Speed 500 m

putra) dan Nur Indah Ratu, dkk
(estafet Short Track Speed 3000 m
putri).

Adapun medali perunggu diper-
oleh dari cabang angkat besi (dua
perunggu), wushu (dua perunggu),
catur (satu perunggu) dan senam
artistik (satu perunggu). (ant)

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pihaknya
akan melakukan pengkajian untuk pembenahan sistem
penilaian siswa. "Penilaian perlu dibuat agar fokus pada
kompetensi mendasar yang berguna secara luas," ujar dia di
Jakarta, Selasa (3/12).

Hasil penilaian juga akan dilaporkan dalam bentuk yang
bermanfaat bagi perbaikan praktik pengajaran di kelas maupun
perumusan kebijakan pendidikan. “Kita harus berani berubah
dan berbenah. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk
menciptakan SDM unggul, kami akan terus menelaah upaya
untuk melakukan terobosan-terobosan," tutur dia.

Dia menambahkan hasil Programme for International Student
Assessment (PISA) 2018 merupakan masukan berharga untuk
mengevaluasi dan membenahi sistem pendidikan di Indonesia.

"Peningkatan kualitas pembelajaran menjadi hal yang utama.
Kami akan terus melibatkan guru dan orang tua. Penting bagi
pemerintah untuk memberikan ruang bergerak yang cukup
untuk pihak-pihak terkait dapat terlibat dan ikut belajar,” kata
dia. Nadiem menyebut upaya pemerintah dalam meningkatkan
akses selama satu dekade terakhir, telah membuahkan hasil.
Hal itu terlihat dari peningkatan persentase penduduk yang
bersekolah. Pada 2000, tercatat 39 persen penduduk usia 15
tahun bersekolah jenjang SMP atau SMA, sedangkan pada

2018 meningkat menjadi 85 persen.
Direktur Pendidikan dan Keterampilan OECD, Andreas

Schleicher, mengatakan Indonesia perlu memastikan
pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas. Semua siswa
dapat mencapai tinggi j ika dukungan yang baik dan tepat
sasaran diberikan, terutama siswa yang kurang beruntung.

Hasil PISA 2018 yang dirilis Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) di Paris, Prancis, Selasa,
menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam
membaca meraih skor rata-rata 371, jauh di bawah rata-rata
OECD yang 487. Untuk skor rata-rata matematika 379,
sedangkan OECD 487, untuk sains 389, sedangkan OECD
489. Laporan OECD tersebut juga menunjukkan bahwa sedikit
siswa Indonesia memiliki kemampuan tinggi dalam satu mata
pelajaran, sedangkan saat bersamaan sedikit juga siswa
meraih tingkat kemahiran minimum dalam satu mata pelajaran.
Dalam kemampuan membaca, hanya 30 persen siswa
Indonesia mencapai  setidaknya kemahiran tingkat dua,
sedangkan rata-rata OECD 77 persen.

Untuk bidang matematika hanya 28 persen siswa Indonesia
mencapai kemahiran tingkat dua, sedangkan rata-rata OECD
76 persen. Dalam tingkatan itu, siswa dapat menafsirkan dan
mengenali, tanpa instruksi langsung, bagaimana situasi dapat
direpresentasikan secara matematis. (ant)

Kemendikbud Benahi Sistem Penilaian Siswa

Ledakan di Monas, Anies
Yakin Jakarta Aman

JAKARTA - Pascaledakan yang
terjadi di Monas pada Selasa pagi,
Gubernur DKI Jakarta Anies Bas-
wedan meyakinkan bahwa kondisi
kota Jakarta masih aman dan kon-
dusif hingga saat ini.

"Secara umum ini aman. Kejadian
itu (ledakan) lebih seperti insiden,"
kata Anies di Gedung DPRD DKI
Jakarta, Selasa (3/12).

Namun demikian, ketika dita-
nyakan mengenai aspek keamanan
yang dilakukan menyusul kejadian
yang berada di wilayah yang
menjadi tanggung jawabnya ter-
sebut, Anies menyatakan hal itu
adalah ranah dari pihak keamanan.

"Nah kalau mengenai aspek
keamanan, prosedur pengamanan,
alat dan lain-lain, kapasitas men-
jawabnya ada di pihak penegak
hukum. Jadi Polisi dan TNI yang bisa
menjelaskan soal itu karena pro-
sedurnya ada di sana," ucap dia.

Pihaknya, kata Anies hanya
dalam ranah pengelolaan kawasan.

"Kami pada pengelolaan ka-

wasannya. Meskipun begitu, kami
lakukan review untuk bisa nanti
dicek," ujarnya, tanpa menjelaskan
apa yang akan dilakukan untuk
mengantisipasi kejadian serupa.

Sebelumnya, sebuah ledakan
terjadi di dalam kawasan Monas di
seberang Gedung Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) saat
beberapa anggota TNI berolah
raga pada Selasa pagi.

Polres Metro Jakarta Pusat dan
Polda Metro Jaya telah menge-
rahkan tim guna menyelidiki ledakan
yang melukai dua anggota TNI, yakni
Serma Fajar dan Praka Gunawan.

Kapolda Metro Jaya Insepktur
Jendral Polisi Gatot Eddy Pramono
menyebut dugaan ledakan di ka-
wasan Monumen Nasional (Monas)
berasal dari granat asap yang
ditemukan oleh anggota TNI.

"Dugaan sementara hasil temuan
tim di lapangan, berasal dari granat
asap," ujar Gatot dalam jumpa pers
di kawasan Monas, Jakarta Pusat,
Selasa. (ant)
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Pengamat: Viktor Gagal Memimpin NTT

KUPANG - Pengamat Pertanian
dari Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang Zet Malelak
menilai bahwa program kerja
Gubernur NTT Viktor B Laiskodat
dan wakilnya Josef Nae Soi yang
sudah berjalan selama satu tahun
lebih ini dianggap gagal setelah
semuanya programnya tak
berjalan.

“Saya melihat bahwa apa yang
dilakukan oleh pemimpin NTT saat
ini saya sebut gagal. Dan baru kali
ini NTT dipimpin oleh para pe-
mimpin yang hanya bisa berwacana
saja,” katanya, Selasa (3/12).

Hal ini disampaikan ketika
diminta tanggapan dirinya soal
program kerja dari gubernur dan
wakil gubernur NTT setelah selama
setahun memimpin NTT.

Menurut dosen pertanian itu,
gubernur dan wakil gubernur tidak
punya visi dan misi atau peren-
canaan untuk membangun NTT.
Selama ini menurut dia program-
program kerja yang disampaikan
hanyalah wacana.

“Di sektor pertanian, misalnya,

apa yang dilakukan. Tidak ada,
sebab semuanya hanya serba
wacana saja,” ucap dia.

Menurut dia masih lebih bagus
mantan gubernur NTT Frans Lebu
Raya, mempunyai program di
sektor pertanian seperti anggur
merah serta sektor peternakan.

Walau pun, kata dia untuk anggur
merah ada kekurangannya, namun
hal itu berjalan dan sebagian
masyarakat merasakan manfaat
tersebut, sementara Gubernur
Viktor B Laiskodat menurut dia
lebih banyak pada berbicara.

Ia menduga staf-stafnya yang tak
bekerja dengan benar, sehingga
program-program yang direncana-
kan tak berjalan dengan baik,
bahkan tak berjalan sama sekali.

Ia pun berharap di tahun kedua
nanti, Viktor bisa menunjukan apa
yang sudah dijanjikan saat
kampanye untuk menjadi gubernur
di provinsi berbasis kepulauan itu.

Belum fokus
Hal yang sama juga diakui oleh

pengamat politik dari Universitas

Nusa Cendana (Undana) Kupang,
Lasarus Jehamat.

Ia menilai pemerintah NTT
belum fokus melaksanakan pro-
gram kerja pembangunan setelah
satu tahun kepemimpinan Guber-
nur Viktor Bungtilu Laiskodat
bersama Wakilnya Josef A Nae Soi.

“Belum terlihat ada perubahan
yang signifikan terhadap pem-
bangunan NTT dalam satu tahun
kepemimpinan gubernur dan wakil
gubernur NTT. Rencana pinjaman
dana dari China untuk pem-
bangunan jalan provinsi juga masih
sebatas narasi,” tutur Lasarus Jehamat

Selain itu, kata dia, pemerintah
provinsi lebih banyak membuat
narasi tanpa ada aksi sehingga
berbagai program pembangunan
yang telah direncanakan tidak
terealisasikan secara baik.

“Rencana pinjaman dana Rp1
triliun dari pihak pemerintah China
hanya sebatas narasi tanpa aksi
sehingga pelaksanaan pemba-
ngunan daerah ini juga menjadi
tidak optimal,” katanya menegas-
kan. (ant)

Bamsoet Mundur Sebelum
Munas Golkar Digelar

Agun dan Indra Ikut Mundur
JAKARTA - Bambang

Soesatyo (Bamsoet) menyata-
kan diri mundur dari penca-
lonan ketua umum Partai
Golkar hanya beberapa jam
menjelang pembukaan musya-
warah nasional partai ber-
lambang pohon beringin ter-
sebut pada Selasa (3/11).

Padahal kader Golkar yang
kini menjabat Ketua MPR ter-
sebut sebelumnya menggebu-
gebu untuk bertarung mendu-
duki ketua umum partai politik
tersebut.

Bamsoet sebelumnya siap
bertarung dengan petahana
Airlangga Hartarto yang juga
merupakan Menteri Koordi-
nator Perekonomian.

Bambang Soesatyo siap de-
ngan tim sukses untuk mendu-
kungnya di Munas Golkar.
Selain itu, sejumlah Poster
Bamsoet untuk beringin satu
tersebut juga telah terpampang
di pinggir jalan S Parman. Iklan
poster Bambang Soesatyo juga
terpampang di sejumlah tempat
di kawasan Ibu Kota.

Munas Golkar yang digelar 3-
5 Desember 2019 tersebut
sebelumnya diperkirakan akan
panas oleh persaingan Airlangga
dengan Bamsoet. Namun,
persaingan keduanya kini reda.

Bambang Soesatyo menyata-
kan mundur dalam konferensi
pers di Kementerian Kemenko
Kemaritiman dan Investasi,
Jakarta, Selasa sore, jelang
pembukaan Munas Golkar.

“Dengan semangat rekon-
siliasi yang telah kita sepakati
bersama, maka demi menjaga

soliditas dan menjaga keutuhan
Partai Golkar, maka saya sore
hari ini menyatakan tidak
meneruskan pencalonan saya
sebagai kandidat Ketum Partai
Golkar 2019-2024,” katanya
dalam jumpa pers tersebut.

Dalam jumpa pers itu, turut
hadir Ketua Umum Partai Gol-
kar yang juga Menko Bidang
Perekonomian Airlangga Har-
tarto, politisi Abu Rizal Bakrie
dan Menko Kemaritiman dan
Investasi yang juga tokoh Partai
Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

Bamsoet menjelaskan bebe-
rapa pertimbangan atas kepu-
tusan yang diambilnya itu.
Pertama, yakni mengenai per-
kembangan Partai Golkar
menjelang Munas yang semakin
panas.

Pertimbangan kedua, yakni
situasi politik yang dinilai perlu
dijaga guna menjaga harapan
untuk mempertahankan per-
tumbuhan ekonomi agar tidak
terdampak ancaman ekonomi
global.

“Kemudian, nasihat, pan-
dangan, saran dan pendapat dari
para tokoh senior kami, Pak
Luhut, Ketua Dewan Pembina
Pak Abu Rizal Bakrie, Wakil
Ketua Dewan Pembina Akbar
Tanjung, saya tadi pagi sudah
komunikasi dan menyampai-
kan pandangan. Termasuk juga
Ketua Dewan Pakar Pak Agung
Laksono,” tuturnya.

Pertimbangan terakhir, lan-
jut Bamsoet, yakni semangat
rekonsiliasi yang telah disepa-
kati bersama antara kedua
kubu.

Ketua Umum Partai Golkar
Airlangga Hartarto yang juga
petahana menyambut positif
pengunduran diri Bamsoet
tersebut karena Musyawarah
Nasional (Munas) Partai Golkar
yang akan digelar mulai Selasa
(3/12) malam ini, akan menjadi
Munas yang adem.

“Sesuai dengan pembicaraan
saya dan Pak Bambang, munas
ini akan jadi munas yang adem,
munas yang betul-betul buat
Golkar jadi partai yang bisa
menjadi pendukung pemerin-
tah,” ujar Airlangga dalam
jumpa pers di Kemenko
Kemaritiman dan Investasi
tersebut.

Menurut Airlangga yang juga
Menko Bidang Perekonomian
itu, situasi politik yang kondusif
sangat penting di tengah dina-
mika ekonomi politik global
seperti sekarang ini.

Nasihat senior
Usai dari Kementerian

Koordinator Kemaritiman dan
Investasi, Bamsoet memberikan
keterangan pers kepada para
Wartawan di Satay House
Senayan, Jakarta.

Kepada para wartawan, ia
bercerita sebelum memutuskan
mundur dari pencalonan ketua
umum Partai Golkar periode
2019-2024,  berkonsultasi
dengan senior-senior partai.

“Pagi tadi, saya berkonsultasi
dengan Pak Pontjo (Ketua
Umum FKPPI) melaporkan
situasi dan kondisi yang ada.
Tadi malam, di tempat Pak
Yapto (Ketua Umum Pemuda
Pancasila),” ungkapnya.

Bamsoet juga bertemu
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua
Umum Soksi Bobby Suhar-
diman yang mencalonkannya
sebagai ketua umum untuk
mengonsultasikan persoalan itu.

“Pak Akbar Tanjung tadi pagi
saya juga minta nasihat dan
pandangan, Pak.Agung laksono
juga,” ujarnya.

Nasihat dari para senior, kata
Bamsoet, menyampaikan se-
mangat rekonsiliasi untuk
menghindari perpecahan di
tubuh Golkar yang akan me-
rugikan partai sendiri.

“Mereka (senior) menya-
rankan rekonsiliasi secara me-
nyeluruh. Inilah keistimewaan di
Golkar, satu sama lain saling
menghargai. Kami tidak bisa
menolak jika senior memberikan
nasihat dan saran,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut,
hadir Ketua Umum FKPPI
Pontjo Sutowo, Pelaksana
Tugas (Plt) Ketua Umum Soksi
Bobby Suhardiman, dan Koor-
dinator Bidang Pemenangan
Pemilu DPP Partai Golkar
Nusron Wahid, dan sejumlah
tokoh lain.

Ikuti Bamsoet
Sementara itu, pengunduran

diri Bambang Soesatyo juga
diikuti oleh dua kader Golkar
yang juga turut menyerma-
rakan bursa calon ketua umum
yaitu, Agun Gunandjar dan
Indra Bambang Utoyo.

“Kami telah dapatkan Air-
langga. Tidak hanya sekadar
solid, tetapi menjalankan meka-
nisme demokrasi. Maka, saya
nyatakan mundur sebagai
calon,” kata Agun.

Demikian juga dengan poli-
tikus senior Golkar Indra Bam-
bang Utoyo yang menyatakan
mundur dari pencalonan ketua
umum Partai Golkar periode
2019-2024.

Diakui Indra, selama ini meng-
kritisi kepemimpinan Airlangga
karena tidak menjalankan
manajemen dan tata kelola
partai secara baik.

“Namun, kami percaya
Bambang Soesatyo dan Air-
langga Hartarto melakukan
rekonsiliasi secara baik. Kami
dukung sehingga mundur dari
pencalonan bakal ketua umum
Golkar,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya
Ketua Komite Pemilihan Mu-
nas X Golkar Maman Abdur-
rahman mengatakan empat
bakal caketum Golkar yang
belum memenuhi persyaratan
pencalonan sebagai Ketua
Umum Golkar yakni Indra
Bambang Utoyo,  Ahmad
Anama, Aris Mandji, dan Derek
Loupatty.

“Empat nama yang belum
memenuhi syarat yaitu Indra
Bambang Utoyo,  Ahmad
Anama, Aris Mandji, dan Derek
Loupatty,” kata Maman di
Jakarta, Selasa.

Maman mengatakan Indra
Bambang Utoyo tidak bersedia
terkait persyaratan untuk tidak
mendirikan partai lain jika kalah
dalam Munas X Golkar.

“Beliau tidak bersedia poin
tersebut dan beliau memberi-
kan beberapa alasan. Nah
karena dasar itu kami Komite
Pemilihan tidak bisa mema-
sukan beliau dalam katehori
memenuhi syarat,” ungkap
Maman.

Selanjutnya, untuk bakal
calon lain yakni Ahmad
Anama, Maman mengatakan
yang bersangkutan belum
tercatat sebagai pengurus DPP

Golkar selama kurang lebih lima
tahun.

Sedangkan Derek Loupatty
tidak memenuhi persyaratan
terkait unsur prestasi, dedikasi,
loyalitas dan tidak tercela.

Sementara Aris Mandji tidak
memenuhi syarat karena
pernah menjadi caleg dari partai
lain.

Ada pun calon lain yang
memenuhi persyaratan yakni
Airlangga Hartarto, Bambang
Soesatyo, Ridwan Hisjam, Ali
Yahya dan Agun Gunandjar
Sudarsa.

Namun, dari nama-nama
yang memenuhi syarat itu,
hingga Selasa sore, dua orang
telah menyampaikan pengun-
duran dirinya.

Sementara itu, Loyalis Air-
langga Hartarto, Ahmad Doli
Kurnia menghormati keputusan
pengunduran diri Bambang
Soesatyo dari pencalonan Ketua
Umum Golkar.

“Saya kira kita menghormati
keputusan Bambang Soesatyo,
artinya dia kembali pada jalan
yang benar, karena kan selama
ini komitmennya kan kita ini
prinsipnya berbagi, kemudian
untuk menjaga soliditas,” kata
Doli dihubungi wartawan di
Jakarta, Selasa.

Doli mengatakan setelah seki-
an lama menunggu komitmen
Bamsoet, akhirnya Bamsoet
menyampaikan keputusannya
untuk mengundurkan diri. Hal
ini, kata dia, menjadi modal
penting bagi kebangkitan
Golkar ke depan.

“Munas bisa kita pastikan
lancar, dan ini untuk semua,”
tukas Doli. (ant)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

PENGUMUMAN
NOMOR : 015/PL.02.2-Pu/1904/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG
PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH
TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Tengah mengumumkan bahwa :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 061/PL.02.2-Kpt/1904/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan

Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Tahun 2019 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, Jumlah minimal Dukungan paling
sedikit 12.213 Dukungan (Dua Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Dukungan) 10 % dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kabupaten Bangka Tengah  yaitu 122.130 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Pemilih), dan minimal tersebar di 4
(Empat) Kecamatan dari 6 (Enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Tempat Penyerahan Dokumen :
Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah, Alamat : Komplek Perkantoran terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Jln. Gelora II, Padang Mulia, KobaTelp.(0718) 7362094.

3. Waktu penyerahan dokumen :
a. Tanggal 19 s/d 23 Februari 2020;
b. Tanggal 19 s/d 22 Februari 2020, Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
c. Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB.

4. Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah pada masa penyerahan
dokumen dukungan, yaitu:
a. 1 (Satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang  ditempel dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau dilampiri surat keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
b. 1 (Satu) rangkap asli cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal

Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
c. 1 (Satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
d. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib dikelompokan berdasarkan wilayah

kelurahan/desa atau sebutan lain.
5. Untuk Informasi lebih lanjut KPU Kabupaten Bangka Tengah Menyediakan Layanan Helpdesk Pencalonan Perseorangan setiap hari kerja

jam 08.00 s/d 16.00 WIB,  di Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah,  Alamat : Komplek Perkantoran terpadu Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Jln. Gelora II, Padang Mulia, Koba.

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 03 Desember 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Tengah

Rusdi
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Menyucikan Harta Melalui Zakat Mal
tahun (haul), maka wajib
mengelurkan zakat, se-
hingga diharamkan ketika
kita tidak mengeluarkan-
nya.  Namun, jika  zakat
mal dengan peternakan
yang kita zakati, ketika kita
memiliki kambing seba-
nyak 30 ekor, maka tidak
wajib untuk dizakati karena
nishab bagi kambing itu
ialah 40 ekor.

Sedangkan emas atau-
pun perak, emas dizakati
sampai nisab 85 gram.
Jika kita mempunyai emas
pada tanggal 6 rabiul akhir
85 gram emas dan sampai
pada tahun depan, maka
wajib mengeluarkan zakat.

Tetapi yang patut kita
ketahui bahwa dalam
emas tersebut ada penge-
cualiannya, yakni emas
perhiasan yang digunakan
wanita itu bukanlah ter-
masuk dari zakat, kecuali
membeli emas secara se-
ngaja dengan tujuan untuk

kotoran tersebut, begi-
tupun dengan harta yang
kita miliki.

Pada umumnya, zakat itu
dibedakan menjadi 2, yakni
zakat fitrah dan zakat mal.
Berbicara mengenai zakat
mal dapat kita katakan
bahwa zakat mal ini ialah
zakat yang dapat kita ke-
luarkan ketika kita mem-
punyai harta. Dalam zakat
mal ini yang akan dizakati
ialah meliputi peternakan,
emas dan perak, perke-
bunan, jual beli serta rikaz.
Apakah Ketika kita mem-
punyai uang sebesar 60
juta maka kita harus me-
ngeluarkannya pada saat
itu juga? Tidak juga begitu,
tetapi maksudnya disini
ketika kita mempunyai
uang 60 juta dan meng-
inap direkening kita atau
dengan sengaja kita sim-
pan sehingga tidak terpikir
bahwa uang tersebut su-
dah tersimpan selama satu

bagi mereka dari sebagian
harta yang kita miliki.

Zakat merupakan harta
benda yang dikembangkan
atau sesuatu yang harus
dikeluarkan ketika telah
mencapai satu nisab. Di-
wajibkan bagi seorang
muslim dan merdeka untuk
mengeluarkan zakat, ka-
rena membayar zakat itu
merupakan rukun islam
keempat yang wajib untuk
dilaksanakan.

Seperti yang kita ketahui
bahwa dalam harta ter-
sebut terdapat milik dari
fakir miskin, karena zakat
tersebut merupakan suatu
kotoran yang harus di-
keluarkan. Pak dosen kita
mengatakan yakni  pak
Amin, ibaratkan manusia,
ketika kita tidak menge-
luarkan kotoran kita akan
terkena penyakit, sehing-
ga terdapat penyumbatan
pada organ tubuh akibat
tidak dapat mengeluarkan
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disimpan dan sudah men-
capai haul.

Adapun terhadap per-
kebunan yang dizakatinya
hanya tanaman yang men-
jadi tanaman pokok, se-
perti padi, jagung, dan
gandum.

Dalam halnya perkebun-
an jika kita menanam padi
pengairannya hanya de-
ngan air hujan maka yang
wajib dizakati sebesar 10%
dan jika menanamnya me-
nggunakan irigasi maka
zakatnya hanya 5% di-
keluarkan pada saat wak-
tunya panen dan nisabnya
sebesar 5 wasaq.

Sedangkan terhadap za-
kat jual beli nishabnya sama
dengan emas, dihitung
kapan kita melakukan jual
beli tersebut. Jual beli
harus dilakukan dengan
menggunakan uang, za-
katnya sebesar 2,5%.

Adapun terhadap zakat
rikaz yakni barang temuan,

jikalau kita menemukan
barang temuan milik orang
yang non-muslim baik be-
rupa emas atau perak
maka kita harus menge-
luarkannya saat itu juga
tanpa menunggu yang
namanya haul dan dike-
luarkan sebesar 20%.

Dari uraian di atas kita
dapat memetik hikmah
betapa pentingnya menge-
luarkan zakat tersebut,
selain dari  membantu
orang-orang yang mem-
butuhkan, juga dapat me-
nyucikan harta yang kita
miliki. Penulis berharap,
semoga ki ta termasuk
orang-orang yang suka
memberi serta mengasihi,
karena pepatah menga-
takan lebih baik tangan di
atas daripada tangan di-
bawah. Sehingga kita
mampu mengedepankan
besarnya jiwa berbagi dan
menjadi pribadi yang me-
miliki nilai empati. (***)

rapa bulan yang akan da-
tang bulan ramadhan, ten-
tunya tidak asing lagi men-
dengar serta terngiang di
telinga kita yakni bagi kaum
muslim, terutama yang
mayoritasnya agamanya
islam dengan istilah yang
namanya zakat.

Di luar sana masih ba-
nyak orang yang tidak
mempunyai tempat tinggal
dan untuk makan sehari-
hari saja mereka susah.
Disinilah kesempatan kita
untuk membantu meri-
ngankan beban saudara
kita yang kurang mampu
dan mereka berhak untuk
menerimanya. Ketika kita
memperoleh suatu yang
melebihi dalam harta kita
tersebut terdapat hak-hak

NDONESIA dikenal
sebagai negara
yang kaya akan ke-
budayaan, ras, suku
dan salah satunya
ialah agama. Meng-

ingat akan tibanya bebe-

I
Menimbang Pilkada Asimetris

harus tepat karena terkait otonomi
daerah. Misalnya yang diusulkan
Kemendagri adalah daerah yang
dekat perbatasan dengan tidak, itu
artinya pendekatan geografis.

Selain itu menurut dia ada juga
yang berbasis tingkat kesejahteraan
rakyat dan tingkat rasionalitas
rakyat misalnya kalau di sebuah
daerah yang pilkada-nya sarat
politik uang dan diindikasikan
daerah tersebut tingkat kesejah-
teraannya rendah lalu Pilkada
melalui DPRD. Karena itu dia me-
minta untuk menempatkan konteks
asimetris tersebut secara tepat
karena tidak bisa dipungkiri, Pilkada
langsung yang sudah berjalan sela-
ma ini telah menghasilkan pemim-
pin yang dikehendaki masyarakat.

Namun di sisi lain, dia menilai ada
beberapa poin yang harus dievaluasi
dalam Pilkada langsung agar tidak
menimbulkan biaya politik tinggi dan
minim konflik sosial di masyarakat.
Pasca-orde baru, otonomi daerah
yang diusung di era reformasi, bandul-
nya ada di kabupaten/kota sehingga
ketika dikaitkan dengan keterlibatan
masyarakat dan kedaulatan rakyat
maka di wilayah tersebut merupakan
tempat pengambilan keputusan
publik secara demokratis.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI
Achmad Baidowi mengatakan
konflik horizontal karena perbe-
daan pilihan di Pilkada, menjadi
penyebab harus dilakukannya
evaluasi Pilkada langsung.

Menurut dia, kalau Pilkada lang-
sung dinilai ongkos politiknya mahal
maka harus dikurangi pos penge-
luaran misalnya kampanye yang
biasanya enam bulan, dipangkas
menjadi tiga bulan. Kedua, biaya
saksi harus ditanggung negara se-
hingga peserta Pilkada tidak terlalu
banyak mengeluarkan biaya saksi.

Ketiga, perketat ketentuan pidana
bagi praktik mahar politik bahkan
kalau ketahuan, parpol pengusung
harus dibubarkan karena biaya
mahar politik selama ini sangat
besar. Biaya politik tinggi yang
dikeluarkan calon kepala daerah,
membuat yang bersangkutan men-
cari cara untuk mengembalikan
modal politiknya ketika memimpin

masyarakat Indonesia yaitu potensi
konflik yang tinggi yang terjadi di
beberapa daerah seperti Papua dan
Aceh. Selain itu menurut dia, biaya
politik yang dikeluarkan dari Pil-
kada langsung pun tidak sedikit, baik
dari sisi anggaran yang dikeluarkan
negara maupun dari calon kepala
daerah misalnya untuk biaya saksi
dan kampanye. Karena itu dia me-
nginginkan adanya sistem Pilkada
yang berbiaya rendah dan minim
konflik di masyarakat, sehingga sa-
lah satu sistem Pilkada yang diusul-
kannya adalah Pilkada asimetris.

Pilkada asimetris yang dimak-
sudkan Tito adalah sistem Pilkada
yang memungkinkan adanya per-
bedaan pelaksanaan mekanisme
pemilihan kepala daerah antar-
daerah misalnya karakteristik ter-
tentu daerah tersebut sperti kekhu-
susan aspek administrasi, budaya,
dan faktor strategis wilayah.

Prinsip Pilkada asimetris tersebut
sebenarnya sudah dilaksanaan di
DKI Jakarta, yaitu seorang walikota
di Jakarta tidak dipilih melalui
Pilkada. Hal itu karena status kota-
madya di Jakarta bukan daerah
otonom namun sebagai daerah
pembantu sehingga ditentukan
Gubernur dan DPRD.

Lalu di D.I Yogyakarta, sistem
Pilkada diatur melalui Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Isti-
mewa Yogyakarta, yang menye-
butkan posisi gubernur dan wakil
gubernur telah diatur secara tegas
harus dipegang oleh seorang Sultan
Hamengku Buwono dan Adipati
Paku Alam. Sementara untuk wali-
kota dan bupati di Yogyakarta,
dipilih melalui Pilkada langsung.

Pro-Kontra Pilkada Langsung
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad

Doli Kurnia Tandjung mengatakan
saat ini Komisi II DPR terbuka
menerima masukan terkait wacana
evaluasi sistem Pilkada dan ada
beberapa usulan yang sudah masuk,
yaitu Pilkada asimetris, tetap Pilkada
langsung namun dengan koreksi
terhadap berbagai ekses negatif, dan
Pilkada melalui DPRD.

Dalam Pilkada asimetris, basisnya

DEMOKRASI Indonesia men-
catatkan sejarah pada 2005, saat per-
tama kali melaksanakan pemilihan
kepala daerah (Pilkada) secara
langsung. Pesta demokrasi yang
rakyat diberikan kesempatan untuk
menentukan calon pemimpinnya di
daerah sesuai keinginannya.

Pilkada langsung pertama dilak-
sanakan di Kabupaten Kutai Karta-
negara, Kalimantan Timur pada
Juni 2005, setelah terbitnya UU
nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Pemda),
yang mengatur Pilkada secara
langsung dan calon diusulkan parpol
atau gabungan dari parpol.

Dalam perkembangannya, Pilka-
da tidak hanya dilakukan secara
langsung namun juga serentak,
dengan dibuat aturannya melalui
UU nomor 1 tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota. Dalam aturan tersebut,
Pilkada langsung dan serentak
dibuat dalam tujuh gelombang yaitu
dilaksanakan pada Desember 2015,
Februari 2017, Juni 2018, tahun
2020, 2022, 2023, dan Pilkada
serentak pada 2027.

Setelah melaksanakan Pilkada
langsung sejak 2005 dan Pilkada
serentak 2015 serta 2017, peme-
rintahan Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mela-
lui Menteri Dalam Negeri (Men-
dagri) Tito Karnavian mewacana-
kan evaluasi Pilkada langsung.

Dari wacana tersebut bahkan
sempat berkembang isu bahwa
pemerintah menginginkan Pilkada
melalui DPRD, namun hal tersebut
dibantah Tito. Dia mengatakan
wacana evaluasi Pilkada langsung
tersebut bukan berarti pemerintah
menginginkan Pilkada dikembali-
kan kepada DPRD.

Mantan Kapolri tersebut men-
jelaskan sistem Pilkada langsung
memiliki semangat yang sangat
mulia yaitu menggambarkan demo-
kratisasi, iklim partisipasi rakyat
untuk memilih pemimpinnya secara
langsung, dan mendapatkan pe-
mimpin dari jalur independen.

Namun menurut catatannya,
Pilkada langsung memiliki dampak
yang tidak baik dalam sistem sosial

daerah. Untuk itu, Baidowi meng-
usulkan agar Pilkada kembali dipilih
DPRD, karena akan lebih mudah
mengawasi 45 orang anggota DPRD
daripada 600 ribu orang. 45 orang
anggota DPRD dapat diawasi selama
proses pendaftaran sampai pemi-
lihan kepala daerah.

Pilkada dipilih DPRD bukan se-
buah bentuk kemunduran demo-
krasi karena tujuan demokrasi
adalah kesejahteraan rakyat. Ka-
rena itu demokrasi hanya tata cara
berpolitik untuk mencapai tujuan
kesejahteraan rakyat namun kalau
hanya menghambur-hamburkan
uang negara maka sebaiknya di-
evaluasi, katanya.

Permasalah Pilkada langsung juga
menuai masalah dalam hal pem-
biayaannya karena tiap daerah
tidak memiliki kemampuan yang
sama dalam membiaya Pilkada
karena menyangkut kekuatan
keuangannya masing-masing.

Anggota DPRD Kabupaten Wo-
nosobo, Suwondo Yudhistiro me-
ngatakan biaya penyelenggaraan
Pilkada langsung dari tahun ke
tahun itu di daerahnya selalu meng-
alami peningkatan yang sangat
signifikan. Pada 2010, anggaran
Pilkada Wonosobo cukup Rp8
miliar, pada 2014 sekitar Rp24
miliar, dengan estimasi untuk KPU
Rp19,4 miliar kemudian sisanya
untuk Bawaslu Rp5 miliar,

Sementara untuk Pilkada lang-
sung 2020, diperkirakan meng-
habiskan anggaran sekitar Rp57
miliar dengan rincian KPU mem-
butuhkan anggaran sekitar Rp40,7
miliar, Bawaslu Rp12,6 miliar,
pengamanan Kepolisian dan TNI
beserta dengan Kesbangpol sekitar
Rp1,8 miliar, kemudian linmas dan
satpol PP Rp1,7 miliar.

Selain itu untuk desk pilkada
kemudian fasilitasi penyeleng-
garaan Pilkada di tingkat keca-
matan (15 kecamatan) diperkira-
kan sekitar Rp400 juta. Suwondo
mengatakan selain terbebani de-
ngan biaya Pilkada, daerahnya juga
terbebani dengan konsekuensi
diterbitkannya PP No. 11/2019
berkaitan dengan penambahan
penghasilan tetap terhadap kepala

Oleh: Imam Budilaksono

desa, perangkat desa dan sekdes.
Menurut dia ada kekurangan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Ka-
bupaten Wonosobo ketika harus
menyesuaikan terhadap PP itu
kurang lebih sekitar Rp25 miliar.

Selain itu, dikeluarkannya Perpres
N0.75/2019 terkait iuran BPJS
menambah beban daerah. Dalam
perhitungannya ada 52 ribu peserta
penerima bantuan iuran (PBI) yang
harus ditanggung oleh Pemda de-
ngan kebutuhan dana Rp26 miliar.
Saat ini baru dianggarkan sebesar
Rp15 miliar. Kemudian ditambah
lagi sertifikasi guru yang juga BPJS-
nya harus ditanggung oleh Pemda
kurang lebih sekitar Rp6 miliar.

Sementara, Anggota Komisi II
DPR dari Fraksi Partai Golkar Zul-
fikar Arse Sadikin menilai saat ini me-
rupakan saat yang tepat untuk me-
mantapkan konsolidasi demokrasi
sehingga kalau sistem Pilkada lang-
sung dievaluasi bahkan diganti maka
itu sama saja meragukan demokrasi.
Menurut dia, Pilkada langsung dapat
memastikan rakyat berdaulat untuk
dirinya dan juga memastikan ber-
jalannya sistem presidensial. Dia
menilai kalau ada kekurangan dalam
Pilkada langsung maka lebih baik
diperbaiki bukan dengan langkah
mengganti sistemnya. Karena sistem
Pilkada langsung, pasangan kepala
daerah dituntut bertanggung jawab
kepada rakyat dan masyarakat
menentukan masa depannya melalui
pemimpin yang dipilihnya.

Zulfikar bahkan menilai wacana
Pilkada tidak langsung merupakan
kehedak elit bukan aspirasi ma-
syarakat. Penolakan Pilkada tidak
langsung juga disuarakan Komi-
sioner KPU 2012-2017 Hadar Nafis
Gumay karena permasalahan yang
terjadi dalam Pilkada bukan pada
sistemnya namun mekanisme da-
lam prosesnya yang diakuinya
masih terjadi politik uang.

Pilkada langsung memang bukan
tanpa masalah, namun di dalamnya
terdapat ruang ketika masyarakat
bisa memilih dengan pertimbangan-
pertimbangan realistis bukan di-
pengaruhi keterpaksaan. Menurut
dia, salah satu persoalan di Pilkada
langsung adalah politik uang. Untuk
itu, pembenahan perlu dilakukan
melalui perubahan UU Pilkada.
Seperti memastikan akuntabilitas
laporan keuangan.

Menurut dia, evaluasi pelak-
sanaan Pilkada langsung dilaksana-
kan secara mendalam dan kom-
prehensif, namun harus sesuai data
dan bukan menyederhanakan per-
soalan untuk mengubah sistemnya.

Dalam UUD 1945, perihal Pilkada
dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 4 yang
menyebutkan Gubernur, Bupati,
dan Walikota masing-masing sebagai
kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis. Makna demokratis
tersebut kemudian diartikan bahwa
Pilkada dilaksanakan secara lang-
sung. (ANTARANEWS)
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MA Potong Hukuman Idrus
Marham jadi Dua Tahun

JAKARTA - Majelis kasasi
Mahkamah Agung (MA)
memotong hukuman mantan
Menteri Sosial Idrus Marham
menjadi tinggal 2 tahun penjara
dari tadinya 5 tahun penjara.

“MA menjatuhkan pidana
kepada terdakwa dengan pi-
dana penjara selama 2 tahun
denda Rp 50 juta subsider 3
bulan kurungan,” kata Juru
Bicara MA Andi Samsan
Nganro saat dikonfirmasi di
Jakarta, Selasa (3/12).

Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Jakarta pada
23 April 2019 lalu menjatuhkan
vonis 3 tahun penjara ditambah
denda Rp150 juta subsider 2
bulan kepada Idrus Marham
karena terbukti menerima suap
bersama-sama dengan anggota
Komisi VII DPR dari fraksi
Partai Golkar non-aktif Eni
Maulani Saragih.

Selanjutnya Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta memper-
berat vonis Idrus Marham
menjadi 5  tahun penjara

ditambah denda Rp200 juta
subsider 3 bulan kurungan
pada 9 Juli 2019.

Menurut majelis hakim Pe-
ngadilan Tinggi, Idrus Marham
dan mantan anggota DPR dari
fraksi Partai Golkar Eni Maulani
Saragih terbukti menerima
Rp4,75 miliar dari pengusaha
Johannes Budisutrisno Kotjo
dalam perkara suap terkait
pengurusan proyek “Inde-
pendent Power Producer (IPP)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Mulut Tambang RIAU-1
(PLTU MT RIAU-1) antara PT
Pembangkitan Jawa Bali Inves-
tasi (PT PJBI), Blackgold Natu-
ral Resources (BNR) Ltd dan
China Huadian Engineering
Company (CHEC), Ltd.

“Menurut majelis hakim
kasasi, kepada terdakwa lebih
tepat diterapkan dakwaan
melanggar pasal 11 UU Tipikor
yaitu menggunakan pengaruh
kekuasaannya sebagai Plt Ketua
Umum Golkar, karena pada
mulanya saksi Eni Maulani

Saragih melaporkan perkemba-
ngan proyek PLTU MT Riau-1
tidak lagi kepada saksi Setya
Novanto lantaran terjerat kasus
hukum e-KTP, tetapi melapor-
kannya kepada terdakwa Idrus
Marham sebab pada saat itu
Terdakwa menjabat sebagai Plt
Ketua Umum Golkar, dengan
tujuan agar Eni Maulani Saragih
tetap mendapat perhatian dari
Johanes Budisutrisno Kotjo,”
tambah Andi.

Menurut Andi, dalam per-
timbangannya, majelis hakim
menilai bahwa Eni Maulani
Saragih menyampaikan kepada
Idrus kalau dirinya akan menda-
patkan fee dalam mengawal
proyek PLTU MT Riau-1.

“Putusan kasasi ini dijatuhkan
oleh majelis hakim kasasi pada
hari Senin, 2 Desember 2019,
yang terdiri: Suhadi sebagai
Ketua Majelis, Abdul Latif dan
Krishna Harahap, masing-
masing sebagai Hakim Anggota
(Ad Hoc),” ungkap Andi.

Terkait perkara ini, Eni Mau-

lani Saragih pada 1 Maret 2019
lalu telah divonis 6 tahun
penjara ditambah denda
Rp200 juta subsider 2 bulan
kurungan ditambah kewajiban
untuk membayar uang peng-
ganti sebesar Rp5,87 miliar dan
40 ribu dolar Singapura.

Sedangkan Johanes Budi-
sutrisno Kotjo diperberat huku-

mannya oleh Pengadilan Tinggi
(PT) DKI Jakarta menjadi 4,5
tahun penjara ditambah denda
Rp250 juta subsider 6 bulan
kurungan.

Sedangkan mantan direktur
utama PT PLN Sofyan Basir
dinyatakan bebas oleh majelis
hakim pengadilan Tipikor .
(ant)

KPK Tunggu LHKPN
6 Menteri dan 4 Wakil Menteri

JAKARTA - Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
masih menunggu enam menteri dan
empat wakil menteri Kabinet Indo-
nesia Maju yang belum menyam-
paikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Sampai saat ini, KPK masih
menunggu pelaporan kekayaan
dari 11 orang pejabat lagi, yaitu
enam orang menteri dan satu
kepala badan serta empat orang
wakil menteri,” ucap Juru Bicara
KPK Febri Diansyah di, Jakarta,
Selasa (3/12).

Proses penyampaian LHKPN
untuk 11 penyelenggara negara itu,
kata dia, masih dapat dilakukan
hingga 20 Januari 2020, yaitu
maksimal 3 bulan setelah menjabat
sebagai penyelenggara negara.

“Enam menteri yang belum
melaporkan LHKPN ini sebagian
besar berasal dari pihak swasta.
Kami memahami pelaporan LHKPN
mungkin merupakan hal yang baru
oleh yang bersangkutan. Oleh
karena itu, j ika ada yang perlu
dibantu, tim LHKPN di KPK akan
mendampingi,” ucap Febri.

Sedangkan untuk menteri dan
wakil menteri lainnya, kata Febri
telah menyampaikan LHKPN secara
patuh sehingga tinggal melaporkan
secara periodik nantinya dalam
rentang 1 Januari sampai 31 Maret
2019.

Selain itu, kata dia, KPK juga
sudah menyelesaikan pembahasan
tentang sejumlah pejabat baru di
lingkungan Kepresidenan, W akil
Presiden ataupun Menteri Kabinet,
yaitu yang menjabat sebagai staf
khusus atau staf ahli.

“Sepanjang posisi mereka setara
Eselon I maka berdasarkan Pasal
2 angka 7 dan penjelasan UU
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
bersih dari KKN maka mereka
termasuk kualifikasi penyelenggara
negara, sehingga wajib melapor-

kan LHKPN ke KPK,” tuturnya.
KPK, kata dia, juga menunggu

penyampaian LHKPN dari para staf
khusus, staf ahli baik di lingkungan
Kepresidenan, Wakil Presiden atau
pun Kementerian yang jabatannya
setara Eselon I atau terdapat
aturan khusus di Kementerian
masing-masing tentang waj ib
LHKPN.

“Perlu dipahami, pelaporan
LHKPN merupakan bagian dari
kerja pencegahan yang perlu kita
lakukan bersama dengan dukungan
semua pihak. Penyampaian laporan
secara benar dan tepat waktu
merupakan bentuk komitmen yang
bisa ditunjukkan oleh para pe-
nyelenggara negara pada publik,”
ujar Febri.

Saat ini, ucap dia, penyampaian
LHKPN sudah jauh lebih mudah
dengan menggunakan mekanisme
pelaporan elektronik.

“Para penyelenggara negara
dapat mengakses website https://
elhkpn.kpk.go.id/. Di sana juga
disediakan video penjelasan
LHKPN dan video tutorial agar
setiap penyelenggara negara yang
ingin mengetahui tentang LHKPN
dapat dengan mudah memahami-
nya,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, jika masih
membutuhkan penjelasan lebih
lanjut dapat menghubungi call cen-
ter KPK melalui telepon di 198 dan
juga dapat datang ke pelayanan
LHKPN di KPK. “Kami akan men-
dampingi proses pelaporan ter-
sebut,” ungkap Febri.

KPK mengharapkan semua cara
untuk mempermudah penyampaian
LHKPN dapat meningkatkan kesa-
daran dan kepatuhan para pe-
nyelenggara negara.

“Keterbukaan terhadap kekayaan
yang dimiliki penyelenggara negara
merupakan salah satu bentuk tang-
gung jawab kita pada publik sekaligus
sebagai komitmen pencegahan
korupsi,” ujar Febri.(ant)

Polairud Baharkam Polri Tangani
442 Kasus Kejahatan Laut

JAKARTA - Kepala Korps Polisi Air
Udara Baharkam Polri Irjen Pol Lotharia
Latif mengatakan, selama tahun 2019,
pihaknya telah menangani sebanyak
442 kasus kejahatan di laut.

442 kasus ini terdiri dari 49 kasus
kecelakaan laut, 79 kasus antar-
negara, 99 kasus kekayaan negara
dan 215 kasus konvensional.

Pada 2018, Korpolairud mena-
ngani 1.054 kasus kejahatan di laut.
Sementara pada 2017, jumlah
kasus kejahatan laut yang dita-
ngani Korpolairud sebanyak 1.183
perkara.

Hal itu disampaikannya dalam
konferensi pers kinerja Polairud
dalam rangka menyambut HUT
Polairud ke-69.

Sejumlah kasus yang cukup
menonjol selama 2019 yang berhasil
diungkap pihaknya yakni kasus
kapal ikan asing, pengungkapan
penyelundupan baby lobster dan
penyelundupan kepiting telur dan
kasus penyelundupan narkoba.

“Penyelundupan lebih dari 77
ribu baby lobster ke Malaysia di
perairan Tanjung Leban Riau,

penyelundupan 700 kg kepiting
telur dari Tanjung Priok ke Taiwan
dan Hongkong,” kata Irjen Pol
Lotharia Latif di Mako Ditpoludara,
Tangerang, Banten, Selasa (3/12).

Latif menyebut, Korporairud juga
mengerahkan personelnya dalam
sejumlah operasi kontinjensi di-
antaranya dalam Operasi Nemang-
kawi di Papua, Operasi Tinombala
di Sulawesi Tengah dan Operasi
Karhutla di enam provinsi.

“Selain penegakan hukum, kami
juga aktif membantu korban tsunami
Palu, Donggala, operasi SAR terha-
dap bencana di laut dan aktivitas
kemanusiaan lainnya,” katanya.

Upacara HUT Polairud ke-69
akan dilaksanakan di Mako Ditpo-
ludara Korpolairud Baharkam Polri
pada Rabu (4/12).

Pihaknya pun mengadakan sejum-
lah kegiatan sosial jelang HUT
Polairud diantaranya kegiatan kerja
bakti lingkungan klinik dan taman
asrama Polairud, kerja bakti lingku-
ngan rumah dinas, kegiatan donor
darah, pengajian dan santunan anak
yatim serta olah raga bersama.(ant)

Kasus Novel, Polri: Tim Teknis Masih Bekerja
JAKARTA - Kepala Biro

Penerangan Masyarakat Polri
Brigjen Pol Raden Prabowo
Argo Yuwono memastikan
bahwa Tim Teknis  masih
bekerja untuk menguak pelaku
dalam kasus penyiraman air
keras terhadap penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Novel Baswedan.

Selain mengumpulkan alat
bukti, penyidik juga masih
mendalami bukti-bukti yang
ada. “Tetap bekerja mencari
siapa pelakunya dan mengum-

pulkan semua alat bukti,” kata
Brigjen Argo Yuwono di Kantor
Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa
(3/12).

Pihaknya pun akan berkoor-
dinasi dengan penyidik soal
berakhirnya tenggat waktu
masa kerja Tim Teknis.

“Nanti akan dikomunikasikan
dengan tim penyidik hasilnya
seperti apa,” ucap Argo Yuwono.

Berdasarkan perintah
Presiden Joko Widodo, Tim
Teknis kasus penyiraman air
keras terhadap penyidik KPK

Novel Baswedan diberikan
tenggat waktu tiga bulan untuk
bekerja, yakni di awal Agustus
hingga Oktober 2019.

Namun demikian, hingga
saat ini Polri belum meng-
ungkap hasil yang didapatkan
oleh Tim Teknis.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol
Mohammad Iqbal sebelumnya
mengklaim bahwa ada
kemajuan signifikan dari hasil
kerja Tim Teknis. Kendati
demikian, Polri belum pernah
menjelaskan hasil signifikan dari

kerja tim yang beranggotakan
puluhan anggota terbaik Polri
tersebut.

Tim Teknis dibentuk berda-
sarkan rekomendasi dari Tim
Pencari Fakta (TPF) kasus No-
vel yang telah mengumpulkan
fakta soal kasus itu selama enam
bulan masa kerja.

TPF menyebut motif penye-
rangan terhadap Novel diduga
karena sakit hati dan balas
dendam dari seseorang yang
kasusnya pernah ditangani
Novel.(ant)

Kasus Pemalsuan
Tommy Winata Jelaskan

Peran Dirut PT GWP
DENPASAR - Pengusaha

Tommy Winata menjadi saksi
dan menjelaskan peran Di-
rektur Utama PT Geria Wijaya
Prestige (GWP) Harijanto Kar-
jadi (65) sebagai terdakwa
dalam kasus pemalsuan akta
autentik.

“Terdakwa ini melakukan
tindak pidana pemalsuan untuk
mengalihkan jaminan yang se-
harusnya menjadi milik pembeli
pinjaman, yaitu saham-saham
Hartono Karjadi kepada Sri
Karjadi,” kata Tommy Winata
di Pengadilan Negeri Denpasar,
Selasa (3/12).

Menurut Tommy Winata,
terdakwa juga memberikan
keterangan yang dipalsukan dan
mengesahkan pengalihan
saham itu.

“Itu sebabnya kasus ini kami
laporkan kepada penegak
hukum,” ujarnya.

Dalam kasus ini Harijanto
Karjadi bersama dengan kakak-
nya, Hartono Karjadi (DPO),
didakwa melakukan pemalsuan
akta autentik dan penggelapan
yang mengakibatkan kerugian
dari Tommy Winata sebesar
20.389.661 dolar AS.

Kepada majelis hakim yang
diketuai oleh Sobandi, Tommy
mengaku membeli piutang PT
GWP dari Bank CCB karena
mengenal terdakwa dan ber-
maksud menjembatani agar Bank
CCB sebagai pemegang hak tagih
terakhir tidak merasa dirugikan.

Ia juga menuturkan bahwa
Bank CCB Indonesia adalah
salah satu bank konsorsium yang
mengambil alih piutang dari
Bank Multicore. Selama perja-
lanannya, lanjut dia, Bank CCBI
memungkinkan menjual hak
tagihnya kepada pihaknya ka-
rena CCBI mungkin mem-
punyai pertimbangan-pertim-
bangan mendapat tekanan-
tekanan yang merepotkan
mengalihkan kepada pihaknya

dengan kesepakatan beserta
semua tanggung jawab dan
hak-haknya.

Dalam persidangan, Tommy
mengaku membeli piutang dari
Bank CCBI senilai Rp2 miliar.
Hal ini karena ingin investor
dalam dan luar negeri wajib
diberi kepastian apa pun per-
janjian yang ada di Indonesia
atas utang yang terjadi itu
adalah sah menurut hukum.

Sebesar Rp2 miliar, menurut
dia, bukan soal rugi atau tidak
rugi karena berapa pun hasil
tagihan ini pada urusan yang lain,
investor dalam dan luar negeri
wajib diberi kepastian apa pun
perjanjian yang ada di Indonesia
adalah sah menurut hukum dan
tidak boleh dialihkan izin dari
pemberi utang.

Hal itu agar bank CCB ke
depan masih berani memberi
utang kepada jutaan pengusaha
Indonesia untuk membangun
ekonomi Indonesia.

“Itu sebabnya kenapa kami
tidak pakai nominal, tetapi
menggunakan nama kami
sendiri untuk membuktikan
agar menyaksikan keadilan,”
kata Tommy Winata.

Sebelumnya, dalam dakwaan
jaksa penuntut umum Eddy

Arta Wibawa bersama dua JPU
lainnya mengatakan bahwa
kasus berawal ketika terdakwa
Harijanto Karjadi sebagai Di-
rektur Utama PT Geria Wijaya
Prestige (GWP) dan Hermanto
Karjadi selaku direktur menan-
datangani perjanjian pinjaman
kredit dari Bank Sindikasi
sebesar 17 juta dolar AS.

Selanjutnya, Bank Sindikasi
mengalami restrukturasi peru-
sahaan. Bank Sindikasi itu telah
mencairkan seluruh kredit
kepada PT GWP sejumlah 17
juta dolar AS. Kredit itu untuk
pembangunan Hotel Sol Para-
diso yang saat ini berganti nama
menjadi Hotel Kuta Paradiso.

Salah satu bank yang menjadi
bagian dari Bank Sindikasi
diambil alih oleh Tommy beserta
sejumlah piutang dari Harijadi.
Saat penagihan tersebut, kasus
yang menyeret Harijadi mulai
ditemukan, termasuk memal-
sukan akta tersebut.

Atas perbuatannya, Harijanto
didakwa dengan Pasal 266 Ayat
(1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP, atau Pasal 266
Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal
372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP.(ant)

Petani OKU Diduga
Tewas Diserang Beruang
BATURAJA - Kapolsek

Semidang Aji, Iptu Bastari
mengatakan korban Nawandri
(25), seorang petani warga Desa
Padang Bindu, Kecamatan
Semidang Aji, Kabupaten Ogan
Komering Ulu,  Sumatera
Selatan diduga tewas setelah
diserang Beruang saat berada di
kebun miliknya di Talang Air
Kepayang, Senin (2/12) sore.

“Dugaan sementara korban
tewas akibat diserang Beruang.
Namun, belum diketahui be-
ruang jenis apa yang menye-
rangnya hingga meninggal du-
nia dengan cara mengenaskan,”
kata Kapolsek Iptu Bastari saat
dikonfirmasi di rumah duka,
Selasa (3/12).

Berdasarkan keterangan sa-
lah seorang warga Desa Padang
Bindu, Ogan Komering Ulu
(OKU), Sarip Domain, korban
diserang binatang buas tersebut
saat berada di kebun miliknya
berjarak sekitar 40 km dari desa
setempat sekitar pukul 15.00
WIB dengan tubuh dipenuhi
luka bekas gigitan Beruang.

Korban digigit dan dicakar di
bagian paha kanan dan kiri,
pinggang serta dada hingga
meninggal dunia akibat keha-
bisan darah.

Menurut dia, korban baru
bisa dievakuasi sekitar pukul
00.00 WIB oleh puluhan warga
lain yang kebetulan sedang
beraktivitas di kebun berjarak
sekitar 100 meter dari Tempat
Kejadian Perkara (TKP).

“Korban menderita cukup
banyak luka terutama di bagian
kaki, lutut dan paha. Korban
sendiri sudah dikebumikan di
pemakaman umum Desa Pa-
dang Bindu pada Selasa (3/12)
sekitar pukul 10.30 WIB,” kata
dia.

Kapolsek Semidang Aji, Iptu
Bastari menambahkan jika dili-
hat dari lokasi dan luka korban
memang benar yang ber-
sangkutan diserang binatang
buas jenis beruang hingga tewas
mengenaskan.

“Berdasarkan hasil identifikasi
terhadap korban yang diserang
kebanyakan di bagian tubuh
bagian bawah dan paling parah
di selangkangan. Ada luka yang
berlubang sebesar jempol,”
ujarnya.

Sementara itu, Koordinator
KPHK Gunung Raya Seksi Balai
KSDA Sumsel wilayah III, Her-
man secara terpisah membe-
narkan adanya warga OKU
yang diduga diserang binatang
buas jenis Beruang.

Untuk langkah sementara ini,
lanjut dia, pihaknya menyaran-
kan agar pemerintah desa
setempat memberikan imbau-
an kepada warganya supaya
menghindari daerah-daerah
yang dekat dengan kemunculan
binatang buas tersebut.

“Kami akan segera melapor-
kan kejadian ini kepada pim-
pinan untuk menentukan
langkah-langkah selanjutnya,”
tegasnya.(ant)
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Pemprov Babel tak Bisa Dongkrak Harga Lada, ............................................
nasional. Sehingga salah besar
jika Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Babel membuat kebijakan
untuk bisa mendongkrak harga
lada.

“Pemprov Babel tidak
mungkin bisa bekerja sendiri
menyelesaikan permasalahan
lada ini, karena lada adalah
komoditas nasional yang juga
ditanam di provinsi lain di
Indonesia. Salah besar bila
mengira bisa dongkrak harga
lada dari kebijakan Pemprov
Babel. Lada adalah komoditas
bersifat nasional dan harganya
antara lain ditentukan juga oleh
situasi perdagangan inter-
nasional,” kata BPJ sapaan akrab
Bambang Patijaya dalam
catatannya kepada Rakyat Pos,
Selasa (3/12/2019).

Dengan begitu, Pemerintah
Pusat menurutnya harus hadir
dalam menyelesaikan tata niaga
perladaan nasional mengguna-
kan regulasi tertentu.

“Karena ini produk perke-
bunan yang nilai ekspornya
menyumbang devisa cukup
besar.  Menurut data dari
Kementerian Perdagangan RI
tahun 2015, lada ada diurutan
4 penyumbang devisa terbesar
dari sektor komoditas perke-
bunan setelah CPO, Karet,
Coklat. Saat ini, di 2019 komo-
ditas lada semakin terpuruk
pada urutan ke 8, sangat
disayangkan,” ungkapnya.

Namun diakui polisi Partai
Golkar ini, tidak ada yang harus
disalahkan dari carut marutnya
perladaan nasional saat ini,
khususnya di Babel. Ia meng-
0ajak semua pihak bersama-
sama berkomitmen untuk ikut
andil memperjuangkan nasib
petani lada, agar mendapatkan
harga yang terbaik.

Termasuk dalam semangat
membangun tataniaga lada
nasional kedepan, spiritnya
semua pihak yang ada di dalam
mata rantai disilakan menda-
patkan benefit, tapi yang ter-
penting petani tidak ter-
marginalkan.

“Tidak boleh ada pihak-

pihak tertentu yang mengambil
keuntungan diatas penderitaan
orang lain. Oleh karena itu, saya
sejak beberapa minggu kemarin
telah berkomunikasi dengan
pihak Pemprov, menyarankan
agar dapat berkirim surat ke
Komisi VI DPR RI untuk
melaksanakan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan selu-
ruh stake holder perladaan
Babel dan pihak yang ber-
kepentingan dengan Komisi VI
DPR RI,” lanjut BPJ.

Tujuannya, kata dia, agar
masalah buruknya harga lada
kini dapat diangkat menjadi isu
nasional, sehingga pemerintah
pusat baik itu Kementerian
Pertanian dan khususnya Ke-
menterian Perdagangan punya
atensi pada produk lada yang
ternyata menyumbang devisa
cukup besar bagi Indonesia.

“Harus dipikirkan suatu tata
niaga perladaan yang baru yang
berpihak pada petani dan mam-
pu mengangkat serta memper-
tahankan harga sebagaimana
mestinya. Tahun 2015 harga
lada ditingkat petani sempat
menyentuh harga Rp160.000/
kg, tapi hari ini harga lada putih
anjlok ke harga Rp38.000/kg,
tentu petani sangat dirugikan,”
ulasnya.

BPJ mengaku, kemarin sore
sudah menerima kedatangan
Kombes (Purn) Zaidan selaku
Staff Khusus Gubenur untuk
mengantar surat permohonan
RDP dari Gubernur Babel ke-
pada Komisi VI. Zaidan kemu-
dian diantar BPJ ke Sekretariat
Komisi VI untuk menyam-
paikan surat dimaksud.

“Dari jadwal Komisi VI yang
sangat padat saat ini, ke-
mungkinan RDP baru bisa
diagendakan setelah masa reses
kami selesai nanti. Tidak ada
masalah yang tidak bisa
diselesaikan, asalkan dilandasi
dengan etikad dan niat yang
baik. Jika tidak, maka hanya
memindahkan masalah dari
mulut harimau ke mulut
buaya,” tegasnya.

Mantan Ketua DPD KNPI

Babel ini menambahkan, dua
hari belakangan ia mengikuti
pemberitaan di Babel tentang
perladaan. Termasuk RDP yang
dilakukan di DPRD Babel
tanggal 2 Desember dengan
semua stake holder perladaan.

“Menarik ketika ada seorang
eksportir lada dari Belitung
mengatakan jika mereka diper-
sulit, mereka akan berhenti
membeli lada dari masyarakat.
Pernyataan ini tentu agak
sedikit emosional. Mari kita
sikapi dengan kepala dingin.
Kalau saya menanggapinya
begini, kawan-kawan eksportir
lada tidak usah ngambek
dengan menggertak begitu,
nanti rugi sendiri. Karena
pelanggannya nanti pindah jual
lada ke Resi Gudang yang diini-
siasi oleh Pemprov, toh ada
pemain besar lada juga di-
belakang resi gudang. Jika para
pemain lada yang ribut, nanti
petani lada Babel yang semakin
menderita,  kasihan kan,”
pungkasnya.

Bursa Komoditi
Sementara itu, Direktur Utama

PT. BBBS (Bumi Bangka Belitung
Sejahtera), Saparuddin saat
ditemui terpisah, masih mengajak
petani lada mempercayai upaya
pemerintah daerah untuk me-
naikan harga lada Babel. Terutama
dengan sistem tata kelola dan tata
niaga lada yang terbaru yakni
bursa komoditi.

Pria yang kerab disapa Udin
itu mengaku optimis dengan
upaya bursa komoditi dapat
meningkatkan harga lada
Babel, berikut kesejahteraan
para petani. Menurutnya,
BUMD mengambil peran itu
untuk meningkatkan harga lada
petani di Babel.

"Kita sudah siapkan strategi-
nya, dan kita yakini ini bisa
meningkatkan harga lada
petani di Babel," katanya, Selasa
(3/12/2019).

Dirut BUMD ini menjelaskan,
upaya mengembalikan keja-
yaan lada Babel itu diantaranya
dengan memasarkan lada mela-

lui bursa komoditi, menetap-
kan harga terendah dan juga
melalui hilirisasi dengan meli-
batkan UMKM di Babel.

"Dengan memakai bursa,
artinya pertemuan seller dan
buyer dilakukan di bursa. Jelas
ini membuat lebih terbuka.
Yang kedua, harga terendah
akan kita tetapkan dengan
melihat indikator pasar dan juga
masukan dari para petani lada
sendiri. Artinya kita memper-
timbangkan beberapa hal, tapi
intinya kita akan membuat
penawaran harga terendah itu
berapa," ujarnya.

Kemudian dengan hilirisasi,
pihaknya mencoba akan mem-
beli lada petani lewat kerja sama
BUMD PT BBBS, Koperasi dan
juga BP3L Babel.

"Karena kita tahu hilirisasi ini
dengan membeli lada dengan
harga Rp80 ribu ini akan mem-
buat petani untung. Tentunya
dengan dua jalur ini, bursa dan
hilirisasi kami yakini akan
meningkatkan harga lada di
Babel," imbuhnya.

“Hilirisasi dengan melibatkan
pelaku UMKM di Babel untuk
memasarkan lada yang dibeli
itu. Dengan jalur hilirisasi ini,
petani hidup dan UMKM juga
hidup. Sudah ada 30 UMKM
yang kami sosialisasikan,
berikutnya akan kami bentuk
tim pada perjalanannya akan
dilihat eksistingnya. Kita pantau
kondisi dan kendala yang
dibutuhkan," imbuhnya.

Pergerakan tersebut, kata dia,
akan dimulai pada awal tahun
2020 mendatang. Hadirnya
BP3L Babel yang baru pun
menurutnya menjadi semangat
baru untuk mewujudkan kese-
jahteraan petani Babel.

"BP3L yang baru ini sudah
jelas yang sah, dibentuk ber-
dasarkan Pergub dan memiliki
Indeks Geografi (IG) yang sah
juga. Sebab IG didasari oleh
Pergub, tak ada IG yang
didasari yang lain maupun
dinotariskan, sama halnya
dengan BP3L," tukasnya.
(red/ron/1)

Melunak, Mulkan Teken Perpanjang Kontrak Pulomas, ....
penurunan pajak, masih yang
sama. Masalah ini akan kita
bahas bersama Forkompinda,"
tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD
Bangka, Iskandar Sidi mene-
rima keputusan bupati untuk
melakukan perpanjangan
kontrak tersebut.

"Kami menerima apa yang
diputuskan bupati, DPRD
berharap mari bersama-sama
memikirkan apakah akan
menguntungkan pendapatan
daerah atau tidak dan jangan
sampai masyarakat dan nelayan
jadi korban dan dirugikan,"
ungkapnya.

Ia mengatakan pihaknya
tidak melarang adanya investasi
karena akan mendatangkan
pendapatan bagi daerah namun
tetap harus menjaga kondisi di
masyarakat.

"Dengan adanya perusahaan
tentu akan menambah PAD

"Ini untuk kepentingan
masyarakat khususnya nelayan
kita juga, sehari saja tidak
dilakukan pengerukan nanti
kapal akan karam lagi dan tidak
bisa lewat. Kami hanya fokus
bagaimana supaya aktivitas
masyarakat biasa berjalan
dengan baik," ucapnya.

Meskipun begitu pihaknya
tetap membuka diri bagi peru-
sahaan yang ingin memaparkan
program kerjanya untuk
melakukan pendalaman alur.

"Inikan sifatnya sementara,
nanti seandainya masyarakat
tidak bisa melaut gara-gara itu
(PT Pulomas) akan kita evaluasi
lagi," timpalnya lagi.

Ia menegaskan tidak ada
penurunan pajak dari PT
Pulomas Sentosa meskipun
sebelumnya pernah mengaju-
kan penurunan dari Rp 3.500
menjadi Rp 3.000 perton pasir.

"Untuk sementara tidak ada

kita juga," tambah Iskandar.
Sementara itu wakil DPRD

Bangka, Mendra Kurniawan
menyambut baik adanya
proses seleksi atau lelang bagi
perusahaan yang berminat oleh
Pemkab Bangka.

"Kita sangat menyambut baik
dengan adanya proses lelang ini.
Dalam hal ini kami memang tidak
dilibatkan tapi tetap akan kami
awasi sesuai dengan tugas kita
sebagai pengawasan," lanjutnya.

Untuk perpanjang kontrak
PT Pulomas sendiri, pihaknya
akan tetap memantau dan akan
memanggil bupati jika memang
kinerja perusahaan tersebut
tidak ada kemajuan selama
enam bulan nanti.

"Ini tetap akan kita pantau,
jika memang enam bulan nanti
tidak ada kemajuan, kami akan
berkomunikasi lagi dengan
pemkab," tambah Mendra.
(mla/6)

Staf Kepresidenan RI akan
melakukan penanaman padi di
Desa Batu Betumpang
Kecamatan Pulau Besar.

Agenda lainnya mengunjungi
Rice Mailing Plant (RMP) di
Desa Batu Betumpang serta
melakukan penanaman pohon
di SMK Pulau Besar.

Kedatangan para menteri ini
akan didampingi Gubernur,
Kapolda, Kajati, Danrem serta
Bupati Basel.

Kepala Dinas Pertanian
Pangan dan Perikanan Basel drh
Suhadi dikonfirmasi berharap
dengan kunjungan para men-
teri ini lebih memacu kegiatan
ekonomi bidang pertanian
khususnya terutama komoditas
lada.

"Harapan kita bisa mening-
katkan nilai tambah atas usaha
masyarakat yang didorong agar
mengolah hasil panennya, un-
tuk bidang pangan khususnya
padi agar bisa menciptakan
beras dengan kualitas premium
yang disuplay dari petani sendiri
dengan memanfaatkan fasilitas

5 Menteri Tinjau Komoditi Pertanian Basel, .....................
dari pemerintah yang diberikan
di kawasan perkotaan baru,"
pungkas Suhadi.

Kapolres Bangka Selatan
AKBP S. Ferdinand Suwarji usai
memimpin apel kesiapan
pengamanan kunjungan kerja 5
menteri, menegaskan apel ini
untuk mengecek kesiapan
personil dan beberapa instansi
terkait untuk pengamanan
VVIP, seperti Sat Pol PP Basel
dan Dinas Perhubungan Basel.

"Apel ini bertujuan untuk
pengecekan personil kepolisian
maupun dari instansi lain sudah
siap melaksanakan pengaman-
an," jelas Ferdinand.

Sebanyak 170 personil Polres
Basel ditambah 36 personil
instansi terkait diterjunkan
untuk melaksanakan peng-
amanan kunjungan kerja
menteri dan Staf Ahli Presiden
RI.

"Yang paling penting, jangan
sampai lengah. Tugas peng-
amanan ini harus dilakukan
dengan serius. Karena ini adalah
pengamanan VVIP (very very

importan person)," tuturnya.
Dikatakannya, dirinya ber-

sama intansi lain melakukan
pengecekan lokasi yang akan
dikunjungi para menteri guna
persiapan pengamanan.

Pengecekan pertama di
Gedung Pasca Panen (GPP)lada
putih.

"Setelah itu, kita bergeser ke
Kecamatan Payung dan Keca-
matan Pulau Besar lokasi tanam
perdana padi,  selanjutnya
gudang beras RMP dan SMK
Negeri 1 Pulau Besar," jelas
Kapolres.

Dalam pengecekan tersebut,
pihaknya memantau kesiapan
baik akses jalan masuk maupun
keluar serta sterilisasi lokasi.

"Kita perlu mengetahui lokasi
tempat yang akan dikunjungi
para Menteri RI guna me-
ngetahui kerawanan serta tepat
dalam penempatan personil,
kami akan mengerahkan ke-
kuatan personil Polres Bangka
Selatan semaksimal mungkin
agar kegiatan berjalan lancar,”
tandasnya. (raw/6)

ditingkatkan ke tahap penyidikan
dan ditetapkan tersangka,
sedangkan laporan lainnya masih
dalam tahap pendalaman.

"Untuk perkara Sijuk ini kan
kita tangani, karenakan me-
mang dari masyarakat itu ada
laporan. Kalau kita ada laporan
ya kita terima kita lidik dulu,
apakah perkara itu masuk ranah
pidana atau tidak," kata
Kapolres Belitung AKBP Ari
Mujiyono kepada Rakyat Pos,
Selasa (3/12/19).

Diakuinya, sebelum ia men-
jabat sebagai Kapolres ada dua
perkara yang dilaporkan ke
Polres Belitung. Yaitu perkara
pengrusakan mobil dinas
dengan pelapor Kasat Pol PP
Pemprov Babel dan laporan
pembakaran peralatan ponton
tambang yang pelapornya
masyarakat penambang.

Sedangkan untuk satu pe-
rkara lagi dilaporkan ke Polda
Kepulauan Bangka Belitung
yaitu terkait penganiayaan.
Pelapor dalam kasus ini adalah
anggota Satpol PP dengan
terlapor para penambang.

"Tapi kan sekarang ada tiga
perkara yang dilaporkan baik
dari Satpol PP ada dua perkara
dan dari masyarakat ada satu
perkara. Karena disitu ada
indikasi-indikasi tindak pidana
yang mana Satpol PP itu mela-
porkan tentang pengrusakan
kendaraan, yang kedua tentang
penganiayaan. Kalau masya-

Kasus Sijuk, Anggota Pol PP belum Tersangka, .............................................
rakat sendiri itu ada mela-
porkan tentang pembakaran,"
jelas Ari Mujiyono.

Untuk dua laporan yang
masuk ke Polres Belitung, me-
nurut kapolres telah ditangani
dengan baik. Bahkan penyidik
Satreskrim Polres Belitung telah
meningkatkan perkara laporan
pengrusakan mobil dinas milik
Pemprov Kepulauan Bangka
Belitung ke tingkat penyidikan
dan sudah menetapkan tersang-
ka. Hanya saja memang pelaku-
nya belum ditangkap atau
ditahan.

"Kalau untuk yang dua dila-
porkan Satpol PP yang peng-
rusakan sudah ada (tersangka-
red). Tapikan belum kita sentuh,"
ujarnya.

Sedangkan terhadap laporan
penambang dengan perkara
pembakaran peralatan tam-
bang yang diduga dilakukan
oleh anggota Satpol PP Provinsi
Babel, ditegaskan Ari masih
dalam tahap penyelidikan dan
belum ada penetapan tersang-
ka hingga saat ini.

"Kita sebetulnya ingin cepat,
tapi terkendala dengan pe-
manggilan terhadap saksi-saksi
karena ada di luar (Belitung-
red)," tukasnya.

Kapolres membantah jika ada
rumor yang berkembang
menyebutkan polisi telah
menetapkan anggota Satpol PP
menjadi tersangka pembakaran
ponton tambang. Saat ini baru

tersangka pengrusakan mobil
dinas yang ditetapkan penyidik.
Namun tidak menutup ke-
mungkinan laporan penambang
ditingkatkan polisi dari penye-
lidikan ke tahap penyidikan dan
menetapkan tersangka.

Lapor Kapolda dan Kapolri
Sementara itu, DPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung
(Babel) kembali mempertanya-
kan penanganan proses hukum
terhadap insiden kekerasan di
Desa Sijuk, Kabupaten Belitung
beberapa waktu lalu. Bahkan
DPRD berencana melaporkan
lambannya proses hukum kasus
itu ke Kapolda dan Kapolri.

Wakil Ketua Komisi II DPRD
Babel, Bong Ming Ming menga-
takan selain menyoroti tentang
pengerusakan kendaraan dinas
milik Pemprov Babel oleh para
penambang, DPRD juga
mempertanyakan proses hukum
yang dilakukan pihak kepolisian
terhadap aktivitas tambang ilegal
yang telah merambah hutan
lindung. Sebab, hal tersebut jelas
melanggar aturan hukum.

"Sampai hari ini kami tunggu
pihak kepolisian tidak me-
nyentuh hutan lindungnya,
yang diusut hanya pertama
perusakan aset negara, yang
kedua pemukulan penge-
royokan, yang ketiga laporan
penambang ilegal terhadap
pembakaran (ponton TI-red),"
katanya kepada wartawan di

Ruang Fraksi PKS DPRD Babel,
Selasa (3/12/2019).

Padahal substansi awalnya,
lanjut Bong, seharusnya pihak
kepolisian mengusut dan
memproses hukum terhadap
pengrusakan hutan lindung
yang dilakukan oleh para
penambang ilegal tersebut.

"Tapi itu tidak disentuh sama
sekali, maka sangat disayangkan
apakah aparat (kepolisian-red)
lupa atau gimana, saya kurang
tahu. Mungkin kita harus mela-
kukan pressure lebih lanjut,"
tegasnya.

Oleh karena itu, DPRD Babel
akan melakukan pelaporan ke
Kapolda Babel dan Mabes Polri,
jika penanganan hukum kasus
Sijuk masih berlarut-larut dan
belum ada kejelasan. Terutama
terhadap kasus pengrusakan
hutan lindung.

Ketua Komisi I DPRD Babel,
Hellyana menambahkan,
pihaknya akan mengundang
pihak kepolisiaan khususnya
Polda Babel dalam rapat dengar
pendapat guna memper-
tanyakan sudah sejauh mana
kelanjutan penanganan proses
hukum kasus Sijuk ini.

"Kita akan mengundang
pihak Polda Babel dulu, besok
(4/12/2019) sekitar pukul 08.30
pagi, dan jika memang diper-
lukan keterangannya kita juga
akan undang pihak Satpol PP.
Nanti kita jadwalkan lagi," kata
Hellyana. (dod/ron/1)

semula yakni Jabatan Tinggi
Pratama Eselon II.

Rekomendasi ini terbit,
setelah beberapa waktu lalu
Yunan Helmi melayangkan
gugatan ke KASN tak lama
dirinya dinonjobkan Markus
dari jabatan Sekda Babar.

Dalam surat KASN Nomor B-
3882/KASN/11/2019 tanggal
14 November 2019 tentang
rekomendasi atas pengaduan
dugaan pelanggaran terkait
pembebasan dari jabatan
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bangka Barat pada point
pertama intinya disebutkan,

Lagi, KASN Nilai Keputusan Markus Salah, ....................................................
bahwasanya keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK)
dalam hal ini Bupati Bangka
Barat tentang pencabutan
jabatan Sekda Babar oleh H
Yunan Helmi, merupakan
suatu kesalahan administratif
tentang tata kelola dan
menagement kepegawaian.

“Di dalam surat KASN ini
disebutkan, bahwa pembebasan/
pencopotan jabatan H Yunan
Helmi sebagai Sekda Babar, tidak
terpenuhi dari sisi ketentuan
peraturan perundang-undang-
an," ujar Yunan Helmi saat
menggelar konfrensi pers di Resto

Rumah Kebun, Mentok Selasa
(4/12/2019) siang.

Pada point berikutnya, lanjut
dia, KASN RI merekomen-
dasikan kepada PPK dalam hal
ini Bupati Bangka Barat, untuk
mengembalikan jabatan Yunan
Helmi sebagai Jabatan Tinggi
Pratama esselon II.

Meskipun rekomendasi
KASN ini telah keluar, Yunan
menyerahkan sepenuhnya
kepada Bupati Markus. Hanya
saja, ia mengingatkan pengem-
balian jabatannya sebagaimana
yang direkomendasikan oleh
KASN RI mengacu pada aturan

main yang berlaku.
“Terkait pengembalian jabat-

an saya, itu terserah bupati.
Tetapi, dengan adanya reko-
mendasi KASN RI ini artinya apa
yang saya perjuangkan itu sudah
berhasil, tinggal kembali pada niat
awal saya proses ini saya ambil
untuk memberikan semacam
pembelajaran kepada kawan-
kawan yang berkecimpung
langsung dengan kepegawaian
maupun tidak, bahwa semua ini
ada aturannya dan mengurusi
pemerintah itu harus ada atur-
annya, harus ada pula ilmunya,"
tandas Yunan. (wan/1)

asal sumber sampah medis ini,"
kata Kabid Penegak Per-
undang-undangan Daerah
Satpol PP Bangka, Achmad
Suherman, Selasa (3/12/2019).

Berdasarkan penyelidikan
sementara yang dilakukan oleh
PPNS Satpol PP Bangka dise-
jumlah rumah sakit di daerah
ini, limbah medis yang ditemu-
kan itu ternyata bukan berasal
dari rumah sakit yang ada di
daerah ini.

"Atas perintah itu, kita lang-
sung datangi sejumlah rumah
sakit seperti RSUD Sungailiat
hingga rumah sakit di Belinyu
dan puskesmas tapi hasil
penyelidikan sementara,
masing-masing dari mereka
mengaku limbah medis itu
bukan berasal dari mereka,"
katanya.

Suherman menduga, sampah
limbah medis berupa jarum
suntik yang ditemukan itu
berasal dari praktek atau klinik
yang ada di daerah ini yang
dibuang sengaja oleh pe-
miliknya.

"Kami duga ini dari klinik
kesehatan atau klinik persalinan
segala macemnya dan ini

Pol PP Selidiki Pembuang Limbah Medis, .......................
menjadi ketakutan kami jika
diambil orang yang mengambil
bisa terjangkit penyakit seperti
AIDS atau segala macemnya
dan bisa berbahaya," katanya.

Terkait tulisan Belinyu yang
terdapat dikotak sampah
limbah medis itu, kata

Suherman, pihaknya sudah
mendatangi puskesmas yang
ada di Belinyu. Hanya saja oleh
petugas medis  setempat
mengaku jika limbah sampah
yang dimaksud bukan berasal
dari puskesmas mereka.

"Anehnya dikotak itu ada
tulisan itu dari Belinyu, tapi pas
kita cek, mereka bilang bukan
punya mereka dan itu yang
masih belum kita dapati siapa
orang yang telah membuat
limbah sampah medis itu,"
katanya.

Menurut Suherman, ber-
dasarkan aturan yang ada,
sampah dari limbah medis ini
seharusnya dimusnahkan
ditempat yang sudah disediakan
oleh masing masing rumah sakit.

"Sampah ini harus dimus-
nahkan secara khusus dan tidak
boleh dibakar karena asapnya
ini terbuat dari bahan kimia dan

bisa jadi racun bagi yang
menghirupnya," katanya.

Untuk itu kedepannya ia
menghimbau baik rumah sakit,
puskesmas hingga klinik ke-
sehatan untuk tidak membuang
sampah limbah medisnya
secara sembarangan karena
dapat mengancam keselamatan
masyarakat yang meng-
gunakannya.

Sementara untuk siapa
pelaku yang diduga secara
sengaja telah membuang
limbah sampah medis itu kata
Suherman hal tersebut masih
dalam penyelidikan pihaknya.

Sebelumnya, Satpol PP
Bangka mendapati laporan dari
masyarakat terkait puluhan
kotak yang berisi limbah sampah
medis yang dibuang disebelah
tong sampah dekat kantor
Kejaksaan Negeri Sungailiat
pada Jum'at kemarin.

Atas laporan tersebut, Satpol
PP Bangka langsung men-
datangi lokasi dan meng-
amankan puluhan kotak yang
berisikan jarum suntik bekas
lalu dibawa ke kantor Satpol PP
Bangka guna kepentingan
penyelidikan. (2nd/6)

2 Kapal Trawl dan ABK Masih Diamankan PSDKP
TOBOALI - Sebanyak dua unit

kapal trawl berikut satu orang
nakhoda dan empat anak buah kapal
(ABK) yang diamankan oleh Kapal
Hiu 04 dari Pangkalan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP) Batam di perairan Karang
Ajang Kabupaten Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada Sabtu (30/11/2019),
hingga kemarin Selasa (3/12/2019)
masih diamankan di Satwas SDKP
Bangka di sekitar Pelabuhan
Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.

Pengawas Perikanan Satwas
SDKP Bangka, Misdi mengatakan
pihaknya masih menunggu arahan
pimpinan terhadap tindaklanjut dari
penangkapan kapal trawl ini.

“Masih diamankan di Pangkal-
balam, selanjutnya dimintai kete-
rangan terkait kegiatan mereka. Kita

masih menunggu arahan pimpinan
untuk tindak selanjutnya,” kata Misdi.

Ia menyebutkan, pada saat
penangkapan di perairan Karang
Ajang tersebut, seorang nakhoda
sempat melarikan diri sehingga yang
diamankan hanya 1 nakhoda, 4 ABK
dan 2 unit kapal trawl.

Dalam video penangkapan kapal
trawl yang tersebar di media sosial,
petugas PSDKP Batam, Roky
menjelaskan akibat dari jaring trawl
tersebut sangat merusak ekosistem
laut. Jaring ini bukan hanya me-
nangkap ikan besar saja, tetapi anak
ikan pun masuk ikut terperangkap.
Selain itu, terumbu karang yang
berukuran kecil pun terangkat akibat
jaring trawl tersebut.

“Segala jenis ikan masuk dalam
jaring trawl ini, ikan ikan kecil serta
udang kecil, terumbu karang yang

kecil juga ikut naik, kepiting kecil, dan
ini tidak bisa digunakan, setelah
ditangkap langsung dibuang,” sesal
Roky.

Ia berpesan kepada nelayan
agar lebih cermat dalam menangkap
ikan. Menurutnya, jaring trawl ini tidak
ramah terhadap ekosistem laut dan
dapat menyebabkan anak ikan,
udang serta kepiting mati.

“Nelayan lebih cermat menangkap
ikan, jangan sampai ekosistem ikan
mati semua, anak cucu kita tidak bisa
menikmati lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya berdasarkan
pendataan yang dilakukan Dinas
Keluatan Perikanan (DKP) Provinsi
Bangka Belitung bersama DKP
Kabupaten Bangka Selatan pada
Jumat (4/1/2019) lalu, terdapat 150
kapal trawl di Suka Damai Toboali
dengan pemilik 79 orang. (raw/1)


